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ABSTRAK

OCNOVICKY PRIHADISTYA, E0007038. 2011. TANGGUNG JAWAB
SOSIAL PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA SURAKARTA
TERHADAP PELESTARIAN WILAYAH DAERAH ALIRAN SUNGAI
BENGAWAN SOLO (STUDI KASUS PERUSAHAAN DAERAH AIR
MINUM KOTA SURAKARTA). Fakultas Hukum Universitas Sebelas
Maret.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tanggung jawab sosial
Perusahaan Daerah Air Minum ota Surakarta terhadap pelestarian wilayah

Penelitian ini gfe
dilihat dari tUJua

Dersifat deskriptif dan apabila
m_empiris atau sosiologis.

yang digunaka kunder A\ Teknik pengumpulan
data yang digunak anca ), Studi kepustakaan
dan analisis'd ata, alisis kualitatif

Hasi np aksana rogra .CSR oleh PDAM
Kota Suf: asa, (2) Masyarakat
Kota Sural angka aktor enghambat dalam
pelaksanaa tanggt@;awab 30813 | Perusn Daerah Air Minum Kota
Surakarta adalah se ut: arta memiliki hutang,

(2) Penjualaalr dengamrB aya tlnggl dar freng Ji laba perusahaan, (3)

air dengan membuat suit rsuur lam lagi, (3
jelas tentang pengatlrat t.'if.: dalam Undahg-Undang Nomor 40 Tahun
2007 tentang Perseroan Teik 5, (RT)nS0lusi dari hambatan-hambatan yang
menjadi beban PDAM Kota Surakarta adalah sebagai berikut: (1)
Resheduling hutang, (2) Membuat Hydran Umum (Pembangunan
Penampungan Air Umum), (3) Melakukan penelitian yang membahas tentang
tingkat resiko akibat perubahan bisnis air minum, (4) Melakukan penelitian
yang membabhas tentang tingkat resiko akibat perubahan bisnis air minum, (5)
Penambahan kapasitas IPA (Instalasi Pengolahan Air) di sungai Bengawan
Solo, (6) Melaksanakan kegiatan CSR berpedoman pada dua peraturan yaitu :
Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat Il Surakarta Nomor 3
Tahun 1977 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya
Daerah Tingkat Il Surakarta dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962
tentang Perusahaan Daerah.

Kata kunci : Pengaturan, CSR, Pelestarian Wilayah Daerah Aliran Sungai



ABSTRACT

OCNOVICKY PRIHADISTYA, E0007038. 2011. CORPORATE
SOCIAL RESPONSIBILITY OF DRINKING WATER TO THE CITY
SURAKARTA CONSERVATION AREA REGIONAL FLOW SOLO
RIVER (CASE STUDY PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA
SURAKARTA). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.

This study aims to determine the social responsibility of the Perusahaan
Daerah Air Minum (PDAM) Kota Surakarta in the conservation of watershed
areas Solo. 2

ThIS research is_a.cese mandswhen seen from the objectives

secondary date’ nig : |
(interview), l ' ?. }. s. Analysis of the data used
qualitative 3 i o |

lance with water (4 )
again, (5) there is no

tentang Perseroan e as (PT
PDAM Surakarta are, as, follov ing debt, (2) Make Hydran

t elter elopn , (3) Conducting research that
discusses the risk level of drm ing water due to business changes, (4)
Conducting research that discuss the level of business risk due to changes in
the drinking water, (5) addition of the capacity of IPA (Water Treatment
Plant) in the Solo river, (6) Implement CSR activities are guided by two rules:
Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat Il Surakarta Nomor 3
Tahun 1977 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya
Daerah Tingkat Il Surakarta dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962
tentang Perusahaan Daerah.

Key words: Settings, CSR, Watershed Preservation Area

MOTTO
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A. Latar Belakang Masalah

Peristiwa dalam dasawarsa terakhir ini telah menjadikan Corporate
Governance sebuah isu penting di kalangan para eksekutif; organisasi-
organisasi Non-Government Organization (NGO) yaitu organisasi swasta yang
menjalankan kegiatan untuk meringankan penderitaan, mengentaskan

kemiskinan, memelihara lingkungan hidup, menyediakan layanan sosial dasar

akademis dan regulator (pemerintah) di berbagai belahan dunia. Isu-isu yang

terkait dengan 4€0TR0 awrm ti e

Dalam

Governance dan dapat ditefd a luwes (fleksibel) sesuai dengan
keadaan, budaya, dan tradisi dimasing-masing Negara (Iman Sjahputra
Tunggal, 2002 : 49).

Prinsip-prinsip ini diharapkan menjadi titik rujukan bagi para regulator
(pemerintah) dalam membangun framework bagi penerapan Corporate
Governance. Bagi para pelaku usaha dan pasar modal prinsip-prinsip ini dapat
menjadi guidance atau pedoman dalam mengelaborasi best practices bagi
peningkatan nilai (valuation) dan keberlangsungan (sustainability) perusahaan.
Prinsip-prinsip tersebut dapat dirangkum sebagai: perlakuan yang setara
(equitable treatment atau fairness), transparansi (transparency), akuntabilitas
(accountability), dan responsibilitas (responsibility) (Iman Sjahputra Tunggal,

2002 : 53).



Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI) sebuah organisasi
profesional non-pemerintah (NGO) yang bertujuan mensosialisasikan praktik
good corporate governace menjabarkan prinsip responsibilitas yang
menjelaskan peranan pemegang saham harus diakui sebagaimana ditetapkan
olen hukum dan kerja sama antara perusahaan serta para pemegang
kepentingan dalam menciptakan kekayaan, lapangan kerja, dan perusahaan

yang sehat dari aspek keuangan. _Ini merupakan tanggung jawab korporasi

mobilization “wgsulting “ror O ate | and

whom organizations &ré " _to_gom
reward” (Shumate, M; O'Conr, , 010 : 1).

Seiring dengan peradaban modern eksistensi suatu perusahaan atau dunia
usaha terus menjadi sorotan. Salah satu isu penting yang masih terus menjadi
perhatian dunia usaha hingga saat ini adalah soal tanggung jawab sosial
perusahaan (Corporate Social Responsibility) yang selanjutnya dalam
penulisan ini disingkat CSR. Sebagai bagian dari konfigurasi hubungan antara
dunia bisnis dan masyarakat, persoalan tanggung jawab sosial perusahaan
mengalami rumusan konseptual yang terus berubah, sejalan dengan
perkembangan yang dialami oleh dunia usaha itu sendiri. Pada awalnya dan
untuk waktu yang sangat panjang, dunia usaha barang kali tidak perlu atau
tidak pernah berfikir mengenai tanggung jawab sosial. Hal ini karena proposi
teori klasik, sebagaimana dirumuskan oleh Adam Smith tugas korporasi

diletakkan semata-mata mencari keuntungan, “the only duty of the corporation



Is to make profit. Motivasi utama setiap perusahaan atau industri atau bisnis
adalah meningkatkan keuntungan (Sofyan Djalil, 2003 : 4).

Isu mengenai Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social
Responsibility/CSR) hingga saat ini merupakan isu yang sedang banyak
diperbincangkan oleh berbagai aktivis maupun civitas akademika. Salah satu
definisi mengenai CSR vyaitu definisi yang dikemukakan oleh The Word

Business Council for Sustainable Development (WBCSD), sebuah lembaga

tersebut, CSR  didefinisikan baga
4 ‘ ‘ r {
menerus bertindak sero

ekseptabel, harus disertaka pula tanggung jawab yang bersifat sosial
(http://www.elsam.or.id. diakses tanggal 16 Desember 2010).

CSR penting untuk dilakukan oleh perusahaan terutama oleh perusahaan
yang kegiatan operasinya menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat
maupun lingkungan sekitar. CSR tersebut dianggap penting karena pada
kenyataannya terdapat perusahaan yang memiliki hubungan yang tidak
harmonis dengan masyarakat (konflik) karena masyarakat atau komunitas lokal
merasa terganggu dengan aktivitas perusahaan. Akan tetapi, selain terdapat
perusahaan yang memiliki hubungan yang tidak harmonis, terdapat pula
perusahaan yang memiliki hubungan yang cukup harmonis dengan masyarakat
karena perusahaan tersebut telah menerapkan CSR dengan baik. Penerapan
CSR tersebut dilakukan sebagai pembuktian dari adanya fenomena tanggung

jawab sosial yang dilakukan oleh perusahaan.


http://www.elsam.or.id/

Di era 1970 an CSR dianggap sebagai isu marjinal tetapi kemudian para
pebisnis dan pemimpin pemerintahan menyadari sepenuhnya bahwa mustahil
membebankan seluruh pemecahan masalah kemiskinan dan kerusakan
lingkungan dipundak pemerintah, sementara di lain sisi, pihak perusahaan
punya kekuatan yang hampir sama dengan pemerintah karena kemampuan
ekonominya (http://www.elsam.or.id., diakses tanggal 16 Januari 2011).

Di Indonesia kesadaran para pelaku bisnis dalam menerapkan CSR relatif

aspek bahan baku dan Iimb yn raah lingkungan, serta semua aspek
dalam menjalankan usaha dijamin tidak menerapkan praktek-praktek jahat.
Dalam lingkup eksternal implementasi CSR harus dapat memperbaiki dalam
aspek sosial dan ekonomi pada lingkungan sekitar perusahaan pada khususnya
serta lingkungan masyarakat pada umumnya. Tanggung jawab eksternal ini
menjadi  kewajiban bersama antar entitas bisnis untuk mewujudkan
kesejahteraan masyarakat lewat pembangunan yang berkelanjutan. Maka tidak
berlebihan seperti judul dalam konperensi CSR, bahwa dalam sebuah entitas
bisnis, responsible business is good business.
(http://www.masyarakatmandiri.org, diakses tanggal 11 Desember 2010).
Hukum sebagai perangkat norma-norma kehidupan dalam bermasyarakat
merupakan salah satu instrumen terciptanya aktivitas bisnis yang lebih baik.

Para pelaku bisnis (perusahaan) dan masyarakat hendaknya tercipta hubungan


http://www.elsam.or.id/
http://www.masyarakatmandiri.org/

yang harmonis. Untuk itulah perusahaan dan masyarakat harus dapat
bersinergi, dalam hal ini perusahaan harus mampu menghapus segala
kemungkinan kesenjangan yang terjadi. Perusahaan merupakan badan usaha
yang berbadan hukum yang merupakan subjek hukum dengan demikian
perusahaan mempunyai hak dan tanggung jawab hukum juga mempunyai
tanggung jawab moral, dimana tanggung jawab moral ini dapat menjadi
Nyoman Tjager, 2002 : 142).

cerminan dari perusahaan tersebut

Undang- Und g Pers '
(1) menyatakan %an

sanksi sesuai dengan ketenan peraturn perundang-undangan. Ayat (4)
menyatakan ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab dan lingkungan
diatur dengan peraturan pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa CSR, sangat
dipandang perlu dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari korporasi.
Diundangkannya Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang
Perseroan Terbatas ini, mengisyaratkan bahwa CSR awalnya bersifat sukarela
menjadi sebuah tanggung jawab yang diwajibkan. Namun Undang-undang
Perseroan Terbatas secara eksplisit tidak mengatur berapa jumlah nominal dan
atau berapa besaran persen laba bersih dari suatu perusahaan yang harus
disumbangkan. Karena, pengaturan lebih lanjut merupakan domain daripada
Peraturan Pemerintah (PP) sebagai manifestasi dari Undang-undang, dan saat
ini Peraturan Pemerintah tersebut masih dibahas oleh pemerintah (http://www.

kutaikartanegara.com/forum/viewtopic diakses tanggal, 18 Desember 2010).



Jauh Sebelum Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan
Terbatas ini diundangkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan
Usaha Milik Daerah (BUMD) sudah menerapkan CSR yang diwajibkan oleh
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah, lewat
Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL). Dengan demikian BUMD
dapat dikatakan telah jelas aturan mainnya karena sudah ada Undang-Undang

tersendiri. BUMD merupakan perusahaan yang dimiliki oleh negara.

sumberdaya ‘untuk @ubangu :
bukan bisnis{dan m@raka uas. Sa

rsat@(egiata yang dibahas pada
program ini yaitu kegiataf,pelestarian Dae AdiranSungai Bengawan Solo

Air Minum Kota Surakartaauun bag penerima program. Manfaat yang
diperoleh Perusahaan Daerah Air Minum Kota Surakarta yaitu keberlanjutan
dalam menjalankan aktivitas perusahaan, perolehan social license, serta
terwujudnya hubungan yang baik antara perusahaan dengan pemerintah
maupun masyarakat yang menerima program. Manfaat yang diperoleh mitra
binaan Perusahaan Daerah Air Minum Kota Surakarta yaitu peningkatan
keuntungan dari segi ekonomi, penambahan pengetahuan melalui pelatihan
dari segi pengetahuan, mampu memberi pelayanan terbaik bagi masyarakat,
serta bisa menyosialisasikan manfaat air bersih dari Perusahaan Daerah Air
Minum.

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan diatas, maka
penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “TANGGUNG
JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA



SURAKARTA TERHADAP PELESTARIAN WILAYAH DAERAH
ALIRAN SUNGAI BENGAWAN SOLO (STUDI KASUS PERUSAHAAN
DAERAH AIR MINUM KOTA SURAKARTA) «

B. Perumusan Masalah
Perumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana tanggung jawab sosial Perusahaan Daerah Air Minum Kota

1. Tujuan Obyekti

a) Untuk mengetahui tanggung jaab sosial Perusahaan Daerah Air

Minum Kota Surakarta terhadap Pelestarian Wilayah Daerah Aliran

Sungai Bengawan Solo yang disinergikan dengan peraturan
perundang-undangan yang telah ada.

b) Untuk mengetahui faktor yang menghambat serta solusi dalam

pelaksanaan tanggung jawab sosial oleh Perusahaan Daerah Air

Minum Kota Surakarta.

2. Tujuan Subyektif



a)

b)

b)

d)

Untuk menambah pengetahuan dan wawasan dalam memperluas
pemahaman arti pentingnya ilmu hukum dalam teori dan praktek,
khususnya Hukum Perusahaan.

Untuk memperoleh data dan informasi yang lengkap guna
penyusunan penulisan hukum (skripsi) sebagai salah satu syarat
untuk memperoleh gelar kesarjanaan di Fakultas Hukum Universitas

Sebelas Maret Surakarta.

perundang-undanga yang telah ada.

Untuk mengetahui hambatan serta solusi dalam pelaksanaan
tanggung jawab sosial oleh Perusahaan Daerah Air Minum Kota
Surakarta.

Bagi Pribadi Lebih memahami dan menambah pengetahuan tentang

hukum perusahaan.

Bagi Perusahaan:

(1) Meningkatkan peran dan fungsi pelayanan Perusahaan Daerah
Air Minum Kota Surakarta kepada masyarakat.

(2) Memberikan solusi terhadap hambatan-hambatan dalam
pelaksanaan tanggung jawab sosial oleh Perusahaan Daerah Air
Minum Kota Surakarta kepada rnasyarakat.

Bagi Masyarakat



(1) Memberikan informasi mengenai peran dan fungsi pelayanan
Perusahaan Daerah Air Minum Kota Surakarta.

(2) Menambah kepercayaan masyarakat kepada Perusahaan Daerah
Air Minum Kota Surakarta serta memberikan solusi terhadap

hambatan-hambatan dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial

Perusahaan Daerah Air Minum Kota Surakarta.

etodologis, sistematis dan
: i 7 ‘metode atau cara tertentu,
sistematis adalah berdasarkasuau siste, sedangkan konsisten berarti tidak
adanya hal-hal yang bertentangan dengan kerangka tertentu. Penelitian hukum
pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode,
sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu
atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, kecuali
itu, maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum
tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-
permasalahan yang timbul dalam gejala bersangkutan (Soerjono Soekanto,
2010 : 42-43).

Metode penelitian dapat diartikan sebagai cara untuk memecahkan
masalah dengan jalan menemukan, mengumpulkan, menyusun data guna

mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan yang hasilnya



dituangkan dalam penulisan ilmiah (skripsi). Adapun metode penelitian dalam
penulisan hukum ini meliputi:
1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan penulis pada penelitian ini adalah
jenis penelitian hukum empiris atau “ sosiologis “. Pada penelitian hukum
empiris, maka yang diteliti pada awalnya adalah data skunder, kemudian

dilanjutkan pada data primer, di lapangan, atau terhadap masyarakat”

‘ itig W nai apa’
tanggung jawab sesi ahaan

4
; ir Im terhadap pelestarian
ga enga& di dapatkan peneliti

ang menjadi dasar hukum

kepustakaan, maka péhelitian ini adalah enelitian hukum empiris.
2. Sifat Penelitian Z ¢ ‘_"' |
Sifat penelitian inad ah penlitian deskriptif. Menurut Soerjono
Soekanto, penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk
memberikan data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-
gejala lainnya. Maksud dari penelitian deskriptif adalah terutama untuk
mempertegas hipotesa-hipotesa agar dapat membantu dalam memperkuat
teori-teori baru (Soerjono Soekanto, 2010 : 10). Penelitian ini memberikan
gambaran yang lengkap mengenai apa yang menjadi dasar yang digunakan
perusahaan daerah air minum dalam tanggung jawab sosial pelestarian

wilayah daerah aliran sungai bengawan solo.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi dalam penelitian penulisan hukum ini adalah Perusahaan
Daerah Air Minum Kota Surakarta. Lokasi tersebut dipilih karena

Perusahaan Daerah Air Minum Kota Surakarta merupakan salah satu



perusahaan yang memilki tanggung jawab sosial dalam memberikan jasa
pelayanan air kepada masyarakat sekitar surakarta, sehingga layak untuk
dikaji dan berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian
ini.
. Jenis Data

Secara umum, di dalam penelitian biasanya dibedakan antara data
yang diperoleh secara langsung dari masyarakat (data empiris) dan dari

bahan-bahan pustaka pleh secara langsung dari

masyarakat din an_yang dipeoleh dari bahan-
bahan pustaka ‘

2010 : 51). e
nis @n

a. Da Prime%

Data @n

dengan Kepala unit hku, kelebagaan dan kerjasama Perusahaan
Daerah Air Minum Kota Surakarta serta masyarakat sekitar sungai
bengawan solo seperti di daerah jurug, pedaringan, jebres dan lain-lain.
b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang tidak diperoleh secara
langsung dari lapangan, melainkan diperoleh dari studi kepustakaan,
yang terdiri Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan
Daerah, Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat Il
Surakarta Nomor 3 Tahun 1977 Tentang Pendirian Perusahaan Daerah
Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat Il Surakarta, Undang-Undang
Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang

Nomor 32 Tahun 2009 ‘tentang Perlindungan dan Pengelolaan



Lingkungan, Jurnal Internasional, Jurnal Nasional, buku-buku,
dokumen, bahan-bahan kepustakaan dan sumber tertulis lainnya.
5. Sumber Data
Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :
a. Sumber Data Primer
Merupakan sumber data yang berasal dari pihak-pihak yang ada

hubungannya langsung dengan masalah dalam penelitian. Sumber data

a unit hukum, kelembagaan

Tingkat Il Surakarta, Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang
Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan, bahan hukum sekunder
berupa buku-buku, jurnal Nasional dan jurnal Internasional di bidang
hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti yaitu
tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Daerah Air Minum Kota
Surakarta Terhadap Pelestarian Wilayah Daerah Aliran Sungai
Bengawan Solo.

6. Teknik Pengumpulan Data

a. Interview (Wawancara)
Wawancara merupakan cara memperoleh data dengan cara
melakukan tanya jawab secara mendalam dengan sumber data primer,

yaitu kepada Kepala “unit hukum, kelembagaan dan Kkerjasama



Perusahaan Daerah Air Minum Kota Surakarta. Dengan teknik
wawancara mendalam ini akan mengungkap pengalaman dan
pengetahuan ekspilisit dari Perusahaan Daerah Air Minum Kota
Surakarta. Dengan ini penulis membuat responden lebih terbuka dan
leluasa dalam memberikan informasi atau data, untuk mengemukakan
pengetahuan dan pengalamannya terutama yang berkaitan dengan apa

yang menjadi dasar hukum bagi Perusahaan Daerah Air Minum Kota

enelltlge(dah

sebaga acuan@ulls yal
tentang Tanggl@Jaw

7. Teknik Analisis Datas# _ ‘ 7

Teknik analisis data ng a an diunakan penulis dalam penelitian ini
adalah “analisis kualitatif” yaitu suatu cara penelitian yang menggunakan
dan menghasilkan data secara deskriptif analisis. Artinya apa yang
dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilaku yang
nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh (Soerjono
Soekanto, 2010 : 250). Jadi dalam hal ini proses pengumpulan data dan
analisa data dilakukan secara bersamaan. Teknik analisa data meliputi tiga
tahapan, yaitu mereduksi data, menyajikan data, dan menarik kesimpulan
dengan verifikasinya. Diantaranya tahap-tahap tersebut dilakukan
pembentukan siklus sehingga data yang terkumpul direduksi lalu ditarik

sebuah kesimpulan/konklusi.



Menurut H.B. Sutopo, ketiga komponen tersebut adalah :
a. Reduksi Data

Merupakan proses seleksi, pemfokusan dan penyederhanaan dari
data-data sehingga kesimpulan akhir penelitian dapat dilakukan.
b. Penyajian Data
Merupakan suatu rangkaian informasi, deskripsi dalam bentuk

narasi yang memungkinkan kesimpulan penelitian yang dapat dilakukan.

Pengumpulan
Data

Reduksi Data

Sajian Data

Penarikan Kesimpulan/
verifikasi

Gambar 1. Model Analisis Interaktif
(H.B. Sutopo . 2002. Pengantar Penelitian Kualitatif)
Maksud model analisis interaktif ini, pada waktu pengumpulan
data Peneliti selalu membuat reduksi dan sajian data. Reduksi

dan sajian data harus disusun pada waktu Peneliti sudah



hukum tersebut adalah sebaga berikut:

BAB |

BAB 11

memperoleh unit data dari sejumlah unit yang diperlukan dalam
penelitian. Pada waktu pengumpulan data sudah berakhir,
Peneliti mulai melakukan usaha untuk menarik kesimpulan dan
verifikasinya berdasarkan pada semua hal yang terdapat dalam
reduksi maupun sajian datanya. Jika kesimpulan dirasa kurang
mantap karena kurangnya rumusan dalam reduksi maupun
sajiannya, maka Peneliti dapat kembali melakukan kegiatan

terfokus untuk mencari

juga bagi pendalaman data

gengenai sitematika

penulisan hukum,

PENDAHULUAN

Dalam bab ini memaparkan tentang latar belakang dilakukannya
tanggung jawab sosial perusahaan daerah air minum kota
surakarta terhadap pelestarian wilayah daerah aliran sungai
bengawan solo. Bab ini juga memaparkan perrumusan masalah,
tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan

sistematika penulisan hukum.

TINJAUAN PUSTAKA
Dalam bab ini akan dibahas kajian pustaka berkaitan dengan
judul dan masalah yang diteliti yang memberikan landasan teori

serta diuraikan mengenai kerangka pemikiran. Kajian Pustaka



ini terdiri dari, tinjauan tentang badan usaha milik daerah,
tinjauan tentang tanggung jawab sosial perusahaan dan tinjauan
tentang daerah aliran sungai bengawan solo. Selain itu, untuk
memudahkan pemahaman alur berfikir, maka di dalam bab ini

juga disertai dengan kerangka pemikiran.

BAB Il : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
il_penelitian berupa pelaksanaan

lesaiannya. Hasil
yang di rumuskan

ada dan faktor*pengh@mbat dalam pelaksanaan tanggung jawab
sosial oleh perusahaan daerah air minum kota surakarta beserta
solusi penyelesaiannya.

BABIV : PENUTUP
Bab ini memaparkan kesimpulan dari hasil pembahasan dan
saran-saran mengenai permasalahan yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



BAB I1
TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Tinjaun Tentang Badan Usaha Milik Daerah
a. Latar Belakang Badan Usaha Milik Daerah

Badan usaha milik negara yang dikelola oleh pemerintah daerah

enar-benar menjadi

Pendapatan Asli“Ragrah D)#'Sestingguhnya usaha dan kegiatan
ekonomi daerah yang bersumber dari BUMD telah berjalan sejak
lama sebelum Undang-Undang tentang otonomi daerah disahkan.
Untuk mencapai sasaran tujuan BUMD sebagai salah satu sarana
PAD, perlu adanya upaya optimalisasi BUMD vyaitu dengan adanya
peningkatan profesionalisasi baik dart segi manajemen. sumber daya
manusia maupun sarana dan prasarana yang memadai sehingga
memiliki kedudukan yang sejajar dengan kekuatan sektor
perekonomian lainnya. Dasar hukum pembentukan BUMD adalah
berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang
Perusahaan Daerah.

Sehubungan dengan itu, sesungguhnya usaha dan kegiatan
ekonomi daerah yang bersumber dari hasil badan usaha milik daerah
(BUMD) telah berjalan sejak lama. BUMD tersebut dibentuk
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berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang
Perusahaan Daerah. Tujuan dibentuknya BUMD tersebut adalah
untuk melaksanakan pembangunan daerah melalui pelayanan jasa
kepada masyarakat, penyelenggaraan kemanfaatan umum dan
peningkatan penghasilan pemerintah daerah.

Dapat dikemukakan lebih lanjut bahwa BUMD itu berdasarkan

otelan, pertanian-

lain-lain  (Rustian

-Undang Nomor 5 Tahun

_ n Daefrat ‘ hal ini, berbagai fungsi dan

peranan yang “dibaan” keada dan dilaksanakan oleh BUMD

tersebut, utamanya adalah:

(@) melaksanakan kebijakan pemerintah di bidang ekonomi dan
pembangunan daerah;

(b) pemupukan dana bagi pembiayaan pembangunan daerah;

(c) mendorong peran serta masyarakat dalam bidang usaha;

(d) memenuhi kebutuhan barang dan jasa bagi kepentingan publik,
dan

(e) menjadi perintis kegiatan dan usaha yang kurang diminati
swasta.
Mengingat dipandang cukup pentingnya peran BUMD

khususnya sebagai salah satu sumber PAD di Daerah, maka tentu

saja BUMD dituntut agar lebih profesional dan lebih efisien dalam



melaksanakan usahanya. Kebijakan dan upaya ke arah itu telah
banyak dilakukan, namum karena berbagai kendala, ternyata BUMD
pada umumnya, khususnya di luar PDAM dan BPD menunjukkan
hasil yang belum menggembirakan. Hal ini tampak, antara lain,
relatif masih kecilnya peran dan kontribusi laba BUMD dalam
penerimaan PAD di daerah, baik pada tingkat provinsi maupun
kabupaten dan kota (Rustian Kamaluddin, 2001 : 2).

adalah milik Pemerintah Daerah setempat, dengan konsekwensi

yuridis dimana struktur perusahaannya berbeda dengan perusahaan
pada umumnya.

Dalam mengatasi kemunduran yang dihadapi oleh PD ini ada
sementara pemerintah daerah yang berupaya mengatasinya dengan
cara bekerjasama dengan pihak swasta atau paling tidak menerapkan
prinsip-prinsip ekonomi yang diterapkan oleh pihak swasta
(privatisasi), seperti yang dilakukan oleh BUMN akhir-akhir ini.
Memang upaya tersebut tampaknya membuahkan hasil, yaitu
meningkatnya kinerja PD yang bersangkutan. Namun demikian
upaya tersebut dengan berbagai kendala yang ada tidak dapat
dilakukan secara maksimal untuk meningkatkan pendapatan daerah.



Secara yuridis kedudukan Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1962 adalah sejajar dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1960
tentang Perusahaan Negara yang didalam konsideranya
menyebutkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962. Selanjutnya
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1960 tersebut dirubah dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang perubahan

Perusahaan Negara yang dirubah menjadi 3 (tiga) bentuk Usaha

yang bersangkuta ontoh perusahaan daerah antara lain:
perusahaan air minum (PDAM) dan Bank Pembangunan Daerah
(BPD). Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) memiliki kedudukan
sangat panting dan strategis dalam menunjang pelaksanaan otonomi
(http://multikultur-boxs.blogspot.com/2010/03/bumd-badan-usaha-
milik-daerah_17.html, diakses tanggal 15 Desember 2010).
Badan Usaha Milik Daerah Dalam Bentuk Perseroan Terbatas
Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah dapat berupa
Perusahaan Daerah (PD) atau Perseroan Terbatas (PT) diamana
dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang
Perusahaan Daerah. Pengaturan pendirian PT dalam Undang-Undang
Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas cukup sederhana,

artinya bahwa PT dapat didirikan dengan adanya minimal dua orang



yang berjanji, tertuang dalam akta notaris, dengan modal dasar yang
seluruhnya terbagi dalam saham, didaftar di pengadilan, kemudian
perseroan akan memperoleh status badan hukum pada tanggal
diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan
hukum Perseroan, dan terakhir diumumkan dalam Berita Negara.
Terkait dengan PT yang berstatus BUMD, maka tidak hanya
berdasar pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, walaupun

ditetapkan denganPeraturan Daerah yang berpedoman pada

peraturan perundang-undangan. Seperti disebutkan di atas bahwa
BUMD dapat berbentuk PD atau PT, sehingga dapat diartikan bahwa
PD atau PT yang berstatus BUMD dalam hal pembentukan,
penggabungan, pelepasan kepemilikan, dan/atau pembubarannya
ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Perda ini adalah validitas dari sebuah badan usaha milik daerah,
sebagai perbandingan kalau dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1962 tentang PD disebutkan bahwa PD didirikan dengan Peraturan
Daerah, dan kedudukannya sebagai badan hukum diperoleh dengan
berlakunya Peraturan Daerah tersebut.
(http://www.gomong.com/2010/11/10/7032/nasib-divestasi, diakses
tanggal 10 November 2010).


http://www.gomong.com/2010/11/10/7032/nasib-divestasi

2.

Tinjaun Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

a.

Latar Belakang Corporate Social Responbility (CSR)

Munculnya konsep Corporate Social Responbility (CSR) adalah
adanya ketidak percayaan masyarakat terhadap perusahaan.
Perusahaan yang dimaksud disini tidak terbatas pada Perseroan
Terbatas, tetapi setiap kegiatan usaha yang ada, baik yang berbadan

hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Seiring dengan

Tanggung® jawabl sosial d gkungan adalah komitmen
perseroan untuk rperan seta dalam pembangunan ekonomi
berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan
lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas
setempat, maupun masyarakat pada umumnya (Pasal 1 butir 3
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas).
Hubungan ideal antara bisnis (perseroan) dan masyarakat menjadi
suatu masalah perdebatan (a matter of debate). Pendukung konsep
tanggung jawab sosial (social reponsibility) memberi argumentasi
bahwa suatu perusahaan mempunyai kewajiban terhadap masyarakat

selain mencari keuntungan (Hasan Asy’ari, 2009 : 1).


http://andialama.blogspot.com/2010/11/10/1040

Keterkaitan Corporate Social Responbility (CSR) dalam Undang-
Undang Perseroan Terbatas

Corporate Social Responsibility (CSR) sering di salah artikan
sebagai kegiatan donasi perusahaan atau sekedar Ketaatan
perusahaan pada hukum dan aturan yang berlaku (misalnya; taat
pada aturan mengenai standar upah minimum, tidak mempekerjakan

tenaga kerja di bawah umur, memberikan hak-hak pekerja, dan lain-

) lagi, maka dalam

jawab perusahaan

Keterlibatan Iangsu dn ontiuetas kegiatan inilah yang menjadi
ciri dari CSR. “describe the stakeholder perspective of CSR as the
inclusion of all groups or constituents (rather than just
shareholders) in managerial decision making related to the
organization’s portfolio of socially responsible activities” (Branco,
M.C.; Rodrigues, L.L., 2007 : 5-15).

CSR mewajibkan perusahaan berperan sebagai agen sosial
perubahan. Ini cara bijak menyelamatkan lingkungan dan sekaligus
kelangsungan bisnisnya. Corporate social responsibility (CSR)
dahulu disebut community development yang merupakan wacana
baru tentang peran korporasi dalam pembangunan sosial-ekonomi
sejak 1960-an. Tujuannya agar perusahaan turut mengambil peran

mengatasi kemiskinan ‘dan " keterbelakangan masyarakat di mana



perusahaan itu berdiri. Ini adalah konsekuensi logis karena pada saat
itu, swasta menuntut peran negara direduksi dalam bidang sipil.
Latar belakangnya adalah ketidakpuasan swasta akan lambannya
peran negara meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ini terkait
dengan alokasi anggaran negara yang terbatas dan penyalurannya
yang birokratis. Maka, munculnya semacam kesepakatan bahwa

sebagian peran negara_akan diambil alih swasta (transfer of

usahanya di bidang
daya alam  wajib

(b) TanggungJaw gKungan sebagaimana dlmaksud
pada ayat (1) me an kewajiban Perseroan yang dianggarkan
dan dlperhltungkan sebagai  biaya Perseroan yang
pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan
kewajaran.

(c) Perseorang yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(d) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan
Lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Insentif Pajak untuk CSR

Umumnya, ketentuan perpajakan di berbagai Negara
memberikan insentif untuk program-kegiatan CSR, filantropi, dan
aktivitas sosial lainnya. Berikut ini adalah skema insentif yang lazim

digunakan.



1). Tax Exemption
Yaitu, pengecualian dana kegiatan CSR dari objek pajak
untuk individu atau organisasi yang menerima/mengelola dana
tersebut (pada umumnya organisasi nirlaba). Tax exemption
diberikan untuk kepentingan keadilan atau mempromosikan
jenis aktivitas ekonomi tertentu dalam masyarakat terutama

aktivitas yang bermanfaat bagi masyarakat dan membantu tugas

2).

; £y ™

/-/ annya®idana CSR sebagai
7

asPajak (PAKP) atau tax base.

Dalam praktiya, ketig bentuk insentif pajak di atas
diterapkan dengan skema dan tingkatan yang berbeda oleh setiap
Negara sesuai dengan konstitusi dan political will pemerintahnya
masing-masing.

Terdapat beragam alasan atau dasar pemikiran yang mendasari
pemberian kebijakan insentif perpajakan untuk kegiatan CSR ini.
Public Interest Research and Advocacy Center (PIRAC),
mengidentifikasi beberapa pemikiran tersebut.

Pertama, negara menyadari bahwa pajak tidak dapat digunakan
sebagai satu-satunya instrumen untuk mencapai kesejahteraan
masyarakat secara merata. Negara meyakini, dana yang dihasilkan
dari pengumpulan pajak tidak mungkin dapat menyediakan seluruh

layanan/infrastruktur sosial yang diperlukan oleh masyarakat. Oleh



karena itu, negara membuka diri bagi masuknya inisiatif dan
ketelibatan pihak-pihak di luar negara dalam membantu mengatasi
persoalan tersebut.

Kedua, pemerintah menangkap potensi besar dari aktivitas
filantropi dan kedermawanan masyarakat dengan mengakomodasi
dalam kebijakan yang lebih konkret. Ketiga, pemerintah mencoba

menggunakan skema _insentif perpajakan untuk merangsang

masuknya gana

1995 : 4). ‘

Karena DAS ianggap sbagai suatu sistem, maka dalam
pengembangannya, DAS harus diperlakukan sebagai suatu sistem.
Dengan memperlakukan sebagai suatu sistem dan pengembangannya
bertujuan untuk memenuhi tujuan pembangunan berkelanjutan, maka
sasaran pengembangan DAS akan menciptaka ciri-ciri yang baik
sebagai berikut :

(@ Mampu memberikan produktivitas lahan yang tinggi. Setiap
bidang lahan harus memberikan produktivitas yang cukup tinggi
sehingga dapat mendukung kehidupan yang layak bagi petani
yang mengusahakannnya.

(b) Mampu mewujudkan, pemerataan produktivitas di seluruh DAS.

(c) Dapat menjamin kelestarian sumberdaya air.



Salah satu fungsi utama dari DAS adalah sebagai pemasok air
dengan kuantitas dan kualitas yang baik terutama bagi orang di
daerah hilir. Alih guna lahan hutan menjadi lahan pertanian akan
mempengaruhi kuantitas dan kualitas tata air pada DAS yang akan
lebih dirasakan oleh masyarakat di daerah hilir. Persepsi umum yang
berkembang pada saat ini, konversi hutan menjadi lahan pertanian

mengakibatkan penurunan fungsi hutan dalam mengatur tata air,

peka terhadap eroi karena memiliki filter berupa seresah pada

lapisan tanahnya. Hutan dengan karakteristik tersebut di atas sering
disebut mampu meredam tingginya debit sungai pada saat musim
hujan dan menjaga kestabilan aliran air pada musim kemarau.
Namun prasyarat penting untuk memiliki sifat tersebut adalah jika
tanah hutan cukup dalam. Dalam kondisi ini hutan akan mampu
berpengaruh secara efektif terhadap berbagai aspek tata air
(Noordwijk dan Farida, 2004 : 39-47).

Daerah resapan air berperan sebagai penyaring air tanah. Ketika
air masuk ke daerah resapan maka akan terjadi proses penyaringan
air dari partikel-partikel yang terlarut di dalamnya. Hal ini
dimungkinkan karena perjalanan air dalam tanah sangat lambat dan

oleh karenanya memerlukan waktu yang relatif lama. Pada keadaan



normal, aliran air tanah langsung masuk ke sungai yang terdekat
(Asdak, 1995 : 5).

Berkurangnya infiltrasi air ke dalam tanah yang mengalami
erosi di bagian hulu DAS menyebabkan pengisian kembali
(recharge) air di bawah tanah (ground water) juga berkurang yang
mengakibatkan kekeringan di musim kemarau. Dengan demikian

terlihat bahwa peristiwa banjir dan kekeringan merupakan fenomena

dikelola untuk dap meberikan manfaat bagi kepentingan
sosial dan ekonomi, yang antara lain dapat diindikasikan dari
kuantitas air, kualitas air, kemampuan menyalurkan air, dan
ketinggian muka air tanah, serta terkait pada prasarana
pengairan seperti pengelolaan sungai, waduk, dan danau.Ketiga
DAS bagian hilir didasarkan pada fungsi pemanfaatan air sungai
yang dikelola untuk dapat memberikan manfaat bagi
kepentingan sosial dan ekonomi, yang diindikasikan melalui
kuantitas dan kualitas air, kemampuan menyalurkan air,
ketinggian curah hujan, dan terkait untuk kebutuhan pertanian,
air bersih, serta pengelolaan air limbah.

Keberadaan sektor kehutanan di daerah hulu yang terkelola

dengan baik dan terjaga keberlanjutannya dengan didukung oleh



prasarana dan sarana di bagian tengah akan dapat
mempengaruhi fungsi dan manfaat DAS tersebut di bagian hilir,
baik untuk pertanian, kehutanan maupun untuk kebutuhan air
bersih bagi masyarakat secara keseluruhan. Dengan adanya
rentang panjang DAS yang begitu luas, baik secara administrasi
maupun tata ruang, dalam pengelolaan DAS diperlukan adanya

koordinasi berbagai_pihak terkait baik lintas sektoral maupun

perikanan, peukman, embangunan PLTA, pemanfaatan
hasil hutan kayu dan lain-lain. Semua kegiatan tersebut akhirnya
adalah untuk memenuhi kepentingan manusia khususnya
peningkatan kesejahteraan. Namun demikian hal yang harus
diperhatikan adalah  berbagai kegiatan tersebut dapat
mengakibatkan dampak lingkungan yang jika tidak ditangani
dengan baik akan menyebabkan penurunan tingkat produksi,
baik produksi pada masing-masing sector maupun pada tingkat
DAS. Karena itu upaya untuk mengelola DAS secara baik
dengan mensinergikan kegiatan-kegiatan pembangunan yang
ada di dalam DAS sangat diperlukan bukan hanya untuk
kepentingan menjaga kemapuan produksi atau ekonomi semata,

tetapi juga untuk menghindarkan dari bencana alam yang dapat



merugikan seperti banjir, longsor, kekeringan dan lain-lain
(Efendi, 2007 : 2-3).
b. Latar Belakang Daerah Aliran Sungai (DAS) Bengawan Solo
Sungai (Bengawan) Solo di Pulau Jawa memiliki peranan dan
fungsi yang sangat strategis sebagai penyangga kehidupan
masyarakat di Pulau Jawa terutama bagi penduduk yang tinggal di

sekitar kawasan sepanja g aliran sungainya. Secara teknis (fisik)

lebih setelah era Otonomi Daerah, pengelolaan DAS yang

sebelumnya hanya melibatkan beberapa instansi pemerintah saja,
saat ini harus melibatkan banyak pihak terutama Pemerintah Daerah
baik Propinsi maupun Kabupaten.

Dengan adanya Otonomi Daerah, maka bentangan DAS Solo
yang hulunya ada di Kabupaten Pacitan dan bagian hilirnya ada di
Kabupaten Gresik secara administratif terbagi pada 2 (dua) wilayah
propinsi (Jawa Tengah dan Jawa Timur) dan terbagi pada 20
kabupaten, diantaranya adalah : Kabupaten-kabupaten Pacitan,
Klaten, Boyolali, Semarang, Sukoharjo, Karanganyar, Sragen,
Wonogiri, Ngawi, Magetan, Ponorogo, Madiun, Blora, Tuban,
Bojonegoro, Lamongan dan Gresik. Yang menjadi masalah utama

dalam hal ini adalah seberapa’ jauh kepedulian dan perhatian



Pemerintah Daerah terhadap keberadaan kondisi, peranan dan fungsi
DAS bagi kehidupan masyarakat dan kesinambungan pembangunan
di daerahnya. Hal ini harus mendapatkan perhatian semua pihak agar
ekosistem DAS Solo dapat terjaga dengan baik.

Oleh karena itu, pengetahuan dan pemahaman para stakeholder
(pihak terkait) dalam pengelolaan DAS Solo harus ditingkatkan.

Tanpa adanya kesamaan, pandangan, pengetahuan dan pemahaman

tanggung jawab dan

as Hutbun di bawah

kebersamaan daIaPegIoIan DAS Solo maka penduduk dan
pembangunan yang sangat tergantung pada fungsi DAS solo akan
menjadi korban dari bahaya banjir, erosi dan longsor yang sering
terjadi bahkan menyebabkan biaya tinggi yang tak terduga
sebelumnya (external costs) termasuk korban jiwa yang tidak ternilai
harganya. Dalam menghadapi saat-saat musim hujan dengan
intensitas dan frekwensi yang sangat tinggi (Desember dan Januari),
maka tingkat kewaspadaan masyarakat dan para pihak harus
ditingkatkan (early warning system).

Penanganan masalah DAS semakin kurang terkoordinasi dengan
baik oleh semua pihak terkait terutama setelah ditetapkannya
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 dimana penanganan tentang

DAS secara teknis sektoral) masih sentralistik (memusat), sementara



secara kewilayahan kewenangannya dibawah Pemerintah Daerah
(PEMDA). Setiap instansi memproyeksikan dan melakukan
program/kegiatan dan mengembangkan kelembagaan sendirisendiri.
Sehingga kecenderungannya akan membuat lahan di sekitar DAS
menjadi semakin kritis. Padahal dengan semakin tinggi tekanan
penduduk terhadap lahan serta dorongan pembangunan industri dan

jasa baik di pedesaan maupun di perkotaan, DAS memiliki peran dan

lain sebagai elemen pokok

dalam mempertahaan ati diri angsa.
(http://kelembagaandas.wordpress.com/kelembagaan-pengelolaan-
das/ismatul-hakim/2010/11/12/0900, diakses pada tanggal 11
Desember 2010 ).
Kondisi Empiris Daerah Aliran Sungai (DAS) Bengawan Solo
Daerah Aliran Sungai Bengawan Solo merupakan lahan terbuka
disekitar sungai bengawan solo (termasuk sempadan sungai) dan
memilki fungsi utama untuk melindungi kelestarian lingkungan
hidup (konservasi) yang mencakup sumber daya alam dan sumber
daya buatan. Dalam beberapa Tahun kawasan DAS mengalami
degradasi lingkungan yang luar biasa karena pemanfaatan lahan
yang menyalahi aturan serta terjadi alih fungsi lahan. Pada kondisi

ini fungsi ekologi kawasan DAS sebagai satu kesatuan ekosistem
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telah melebihi daya dukungnya. Fakta-fakta empiris menyebutkan
bahwa kawasan DAS solo hulu-hilir telah mengalami erosi cukup
berat yang ditandai dengan permunculan batuan induk, erosi parit
dan sedimentasi dari 102 Sub DAS di DAS Solo yang meliputi 23
wilayah kabupaten, ada 28 Sub DAS yang memiliki potensi erosi
besar. Erosi aktual yang terjadi terkecil adalah 4,72 ton/Ha/th. Upaya

penyelamatan terhadap kawasan DAS dilakukan melalui ;

asional yang nyata, artinya
eratran-peraturan ada hendaknya diwujudkan dalam
P G el S

rategi yang t &

partisipatory dan

_cara agroforestry,

§' onomi  masyarakat
araf hidup dan kapasitas

merecovery kawasan lindung (kawasan DAS) dapat berfungsi

kembali sebagai kawasan konservasi, sehingga dapat

mengurangi  bencana alam dan pada akhirnya dapat
mengoptimalkan  kawasan DAS sebagai sumber daya
pembangunan (http://anwarsyah.wordpress.com/2008/02/18/das-

solo-sebagai-kawasan-konservasi/, diakses pada tanggal 12

Desember 2010).

Kawasan Daerah Aliran Sungai telah mengalami degradasi
lahan yang sangat mengkhawatirkan bagi kelangsungan daya dukung
lingkungan, sehingga mengakibatkan punahnya ekosistem yang ada.
Hal ini akibat dari persepsi sebagian masyarakat atau bahkan

penentu kebijakan ‘'yang ‘menganggap bahwa kawasan disekitar
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sungai merupakan unit atau bagian terpisah dari pengelolaan daerah
aliran sungai. Dengan demikian diperlukan upaya pendekatan
pengelolaan kawasan DAS secara terpadu, menyeluruh dan
berwawasan lingkungan dengan mempertimbangkan DAS sebagai
suatu unit pengelolaan. Hambatan penerapan kawasan DAS sebagai
lahan konservasi (pelestarian) sebenarnya terletak pada good will

penentu kebijakan, karena aturan pemanfaatan kawasan lindung

ang telah terbiasa
ahan bercocok tanam
Kondisi tersebut
i lahan konservasi dan
gkapan al ini perlu dicermati

(Ekmi-@ogi), ‘yaitu  keberlanjutan

tingkat gKesgjahter@an masyarakat dan

Umum kondisi kawanS Sjak Tahun 1970-an telah mengalami
degradasi DAS berupa lahan gundul tanah kritis, erosi pada lereng-
lereng curam baik yang digunakan untuk pertanian maupun untuk
penggunaan lain seperti permukiman dan pertambangan (Eddie
Effendie, 2007 : 1).

Kondisi tersebut lebih parah lagi setelah otonomi daerah, dengan
keluarnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, kemudian
disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah dimana karena kawasan DAS bersifat
lintas wilayah dan adminitratif sehingga terjadi konflik dalam
kewenangan antara pemerintah pusat, pemerintah propinsi dan
pemerintah Kabupaten/Kota. Klaim kewenangan tersebut lebih

didorong oleh manfaat ekonomis kawasan tersebut daripada upaya-



upaya konservasi sehingga berdampak pada semakin rusaknya
kawasan DAS tersebut. Hal ini dikuatkan oleh pernyataan Deputi 111
Kementerian Lingkungan Hidup, bahwa untuk perbaikan daerah
aliran sungai (DAS) Bengawan Solo sepanjang 600 km dari hulu ke
hilir dibutuhkan waktu 15 Tahun hingga 20 Tahun.Pada Sub DAS
Bengawan Solo Hulu berupa Waduk Gadjah Mungkur tersebut

memliki daerah tangkapan seluas 1350 Km2 dengan 7 buah sungai

tangk§

ahan yang dihadapi adalah :

aerah sadjah Mungkur telah terjadi

|, permunculan batuan
Sub DAS di DAS
ada 28 Sub DAS

adalah limbah ma tngg dan limbah pabrik akan mencemari
air tanah, koefisien aliran akan meningkat sehingga erosi pun
secara potensial meningkat pula.

(c) Anak sungai Bengawan Solo di daerah Sragen, Ngawi, di bagian
utara berasal dari daerah Pegunungan Kendeng bertipe
intermitten (mengalir pada waktu musim hujan) karena daerah
tangkapan air tidak terlalu luas tingkat kelulusan batuan rendah
(napal), serta curah hujan £ 2000 mm/th dengan bulan kering 5-
6 bulan dengan koefisiensi aliran tinggi dan langka air tanah.

(d) Bengawan Madiun mengalir dari daerah Kabupaten Ponorogo,

Madiun dan Magetan. Dibagian hulu di daerah kabupaten

Ponorogo kondisi lahan sangat kritis ditandai adanya erosi parit,

longsor lahan dan munculnya batuan induk (S. Astuti, 2007 : 3).



(€)

(DAS) Bengawan Solo

Daerah Bengawan Solo Hilir secara fisiografi berupa
Pegunungan Rembang di sebelah utara sungai, Pegunungan
Kendeng di sebelah selatan sungai dan dataran aluvial. Daerah
ini sering menghadapi masalah banjir dan sering terjadi intrusi
air laut terutama pada musim kemarau.Pemanfaatan penggunaan
lahan dilakukan menggunakan analisis tingkat kemampuan

PL) untuk mengetahui potensi optimum

z ;aan

Iah Aliran Sungai (DAS)

penggunaan lahan

lahap setlap unit DAS memilki
a=beda sesuai dengan

Adapun penjelasan Pasal 1 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang

Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengolahan

Lingkungan Hidup sebagai berikut:

(a)

(b)

Pasal 1

Bahwa Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua
benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia
dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri,
kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta
makhluk hidup lain.

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya
sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi
lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran
dan/atau  kerusakan lingkungan hidup yang meliputi
perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan,
pengawasan, dan penegakan hukum.



Penegasan atau amanat ini berimplikasi terhadap kewajiban
setiap warga negara Republik Indonesia untuk secara terpadu dan
menyeluruh melaksanakannya. Salah satunya adalah memelihara
prosesi alami siklus air, yang oleh Tuhan diciptakan sedemikian rupa
untuk kepentingan umat. Air dari curah hujan di gunung sebagian
meresap ke tanah untuk penyuburan, sebagian lagi mengalir melalui

ara ke laut. Kemudian lewat prosesi alam,

n dan terja @m hujan.
i S cara alami. Tetapi siklus itu

sepanjang sungai, berm

i (DAS), pembangunan

Mengenai Dampak

prosesi alami siklu air. imaa, air yang bermuara di laut sarat
dengan limbah kimiawi, yang ditengarai ikut berpengaruh terhadap
perubahan iklim, yang akhirnya juga mempengaruhi tatanan
kehidupan.

UUD 1945 Pasal 28 H mengamanatkan, bahwa lingkungan
hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara
Indonesia. Sementara pada bagian lain dalam UUD 1945, juga
ditegaskan, bahwa pembangunan ekonomi nasional diselenggarakan
berdasarkan prinsip berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Oleh
karena itu, setelah keluarnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009
tentang Perlindungan dan Pengolahan Lingkungan Hidup, seluruh
warga negara Republik Indonesia ikut berpartisipasi dalam

mengimplementasikannya. Urgensi ini semakin terasa ketika kualitas



lingkungan hidup yang semakin menurun telah mengancam
kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya.
Termasuk di antaranya yang terkait dengan prosesi alami siklus air.
(http://www.mediaindonesia.com/webtorial/klh/index.php?ar_id=Nj
k2Mg==, diakses pada tanggal 13 Desember 2010).

B. Kerangka Pemikiran

Air Minu

meningkatkan kualitas tega erja | dan lingkungan lokal, maupun
memberikan kontribusi terhadap lingkungan sosial pada umumnya.
Perusahaan dituntut untuk melaksanakan CSR dalam pelestarian lingkungan
hidup untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan perusahaan terhadap
keberlangsungan lingkungan.

Interaksi antara masyarakat dengan lingkungannya dengan sudut pandang
kelingkungan dalam konteks keruangan dan kewilayahan menawarkan sudut
pandang pendekatan dalam melihat suatu kejadian. Pendekatan ekologi yang
melihat manusia sebagai ekosistem DAS yang terkait dengan lingkungannya,
merupakan salah satu pendekatan geografi yang bisa digunakan untuk
membantu menjaga pelestarian DAS Solo. Pendekatan ekologi mengambil
sudut pandang bahwa kehidupan manusia sangat erat hubungannya dengan

lingkungan yang ditempatinya. Dengan kemampuan dan teknologi, manusia
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dapat memanfaatkan alam secara maksimal. Tentu saja dengan menanamkan
kesadaran, bahwa tanpa alam yang lestari, manusia tidak dapat hidup lebih
panjang. Maka Perusahaa Derah Air Minum Surakarta dalam pelestarian
wilayah Daerah Aliran Sungai Bengawan Solo diperlukan pemahaman
tentang isi dari Undang-Undang Perseroan terbatas, Undang-Undang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-Undang
Perusahaan Daerah. Selain itu juga perlu adanya partisipasi masyarakat

sekitar wilayas sungai*Bengawan Solo.

Bagan angk @m&@

%

Perusahaan Daerah Air
<] Minum Kota Surakarta

g
Partisipasi Undang-Undang Nomor 40 UU Perseroan Terbatas
masyarakat Tahun 2007 UU Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan
(CSR) Hidup
\ " UU Perusahaan Daerah

Daerah Allran Sungai
Bengawan Solo

Pelestarian wilayah
Daerah Aliran
Sungai




1.

BAB Il
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian
Sejarah Singkat Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota
Surakarta

Air minum Surakarta dibangun pada tahun 1929 oleh Paku

Paku Wono

ligus a@ktu
RDal

kelangsungan ekosiem ota suaya seimbang.

Pada zaman pendudukan Jepang tahun 1942 air minum
Surakarta dikuasi dan berubah menjadi nama Solo Suido Syo. Pada
tanggal 17 Agustus '945, ketika bangsa Indonesia berhasil
memproklamirkan kemerdekaan, asset-aset yang dikuasi Jepang
diambil alih, termasuk air minum Surakarta.

Pada tanggal 9 April 1960 pengelolaan air minum Surakarta
dialihkan kepada Dinas Penghasilan Daerah Kotamadya Dati Il
Surakarta. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1977
tanggal 21 Mei 1977, status dari Seksi Air Minum pada Dinas
Pendapatan Daerah ditingkatkan menjadi Perusahaan Daerah Air
Minum Kodya Dati Il Surakarta.

40



Dari platdorm Perda ini, PDAM Kota Surakarta secara bertahap

memperbaiki dasar-dasar hukum antara lain :

a.

Dikeluarkan SOT yang terbit melalui keputusan Walikotamadya
Kepala Daerah Tingkat Il Surakarta No. 002/1998 tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air
Minum Kotamadya Daerah Tingkat Il Surakarta dengan tugas

baru untuk mengelola Air Limbah Domestik dan Instalasi

a.

Nasional, PD ota Srakarta merubah Perda Nomor 3
Tahun 1977 menjadi Perda Nomor 1 Tahun 2004

2. Tugas dan Fungsi PDAM

Tugas PDAM

Membantu walikota Surakarta dalam hal melaksanakan urusan

rumah tangga daerah menyelenggarakan air minum dan

pengelolaan limbah untuk kesejahteraan masyarakat yang

mencakup aspek sosial, kesehatan dan pelayanan umum.

Fungsi PDAM

1). Menyelenggarakan pelayanan kemanfaatan umum atau jasa
di bidang penyediaan atau penggunaan air minum dan
pengolahan limbah.

2). Memberikan kontribusi kepada daerah.



3). Meneliti dan menyelenggarakan permohonan tata perijinan
pemasangan jaringan instalasi air minum dan limbah bagi
calon pelanggan sesuai dengan peraturan perundangan yang
berlaku.

4). Menyusun dan merumuskan kebijaksanaan mengenai
rencana dan program pembagunan jaringan instalasi air

minum dan limbah.

5). asangan atau penempatan

imbah kepada masyarakat

limbah bgi para pelanggan yang tidak melaksanakan
kewajibannya.
10). Mengadakan pendataan terhadap para pelanggan dan nomor
pelanggan.
3. Visi, Misi dan Rencana Pengembangan PDAM Kota Surakarta
a. Visi
Visi PDAM Kota Surakarta, adalah :
“Menjadi salah satu PDAM yang terbaik di bidang pelayanan air
minum dan air limbah melalui pengelolaan yang baik”.
b. Misi
Misi PDAM Kota Surakarta, adalah :



1). Memberikan layanan air minum dan air limbah kepada
masyarakat secara berkesinambungan dengan

mengutamakan kepuasan pelanggan.

2). Meningkatkan kontribusi perusahaan pada Pendapatan Asli
Daerah (PAD).

3). Meningkatkan Profesionalisme Sumber Daya Manusia.

4). Melestarikan Sumber Air.

dan APBN).
2). Pembangunan IPA Semanggi 300 I/det tahun 2012.
3). Uprating IPA Jurug menjadi 200 I/det tahun 2014.
4). IPA Mojosongo 300 I/det di tahun 2017.
(Profil PDAM Kota Surakarta, 2011 : 1 - 12)
Secara garis besar kondisi yang ingin dicapai oleh Perusahaan
Daerah Air Minum Kota Surakarta pada tahun-tahun mendatang
adalah sebagai berikut :
a. Bidang Keuangan
Pada bidang keuangan ini, pada prinsipnya sama dengan
perusahaan yang berorientasi pada provit oriented, yaitu ingin
mencapai keuntungan yang sebesar-besarnya demi untuk

meningkatkan pelayanan ‘kepada pelanggannya. Usaha-usaha



yang dilakukan antara lain peningkatan efektifitas penagihan
kepada pelanggan dan laba perusahaan serta efisiensi biaya
usaha perusahaan.

b. Bidang Teknik
Pada bidang teknik ini, banyak sekali yang menjadi keinginan
PDAM untuk dibenahi, antara lain :

1) Penurunan / menekan kebocoran air.

iusahakan oleh PDAM
. pené yangfbanyak dikeluhkan

satlgadala mengenai kualitas
uantitas air yang cenderung

5) Rehabilitai pipajaringn lama.
c. Bidang Manajemen

Pada bidang manajemen ini banyak hal bisa dilakukan oleh

PDAM Kota Surakarta, antara lain penyesuaian tarif baru,

penerbitan pelanggan dan peningkatan cakupan pelayanan serta

meningkatkan koordinasi.

Dalam kenyataannya ada banyak kendala dan hambatan yang
dihadapi olen PDAM Kota Surakarta. Adapun hambatan dalam
pengembangan pelayanan PDAM Kota Surakarta adalah sebagai
berikut :

a. Bidang Keuangan
Bidang keuangan merupakan penggerak utama bagi suatu

perusahaan untuk terus maju dan tetap eksis. Walaupun sebagai



penyedia tunggal penyedia air bersih di Kota Surakarta, namun
ternyata banyak kendala yang dihadapi, antara lain keterbatasan
dana dan keterbatasan bantuan dari APBN / APBD.

b. Bidang Teknik
Selain keterbatasan dana, bidang teknik juga mengalami kendala

yang sangat berarti, antara lain kurang validnya data yang ada,

kebocoran air relatif tinggi, jaringan transmisi dan distribusi

Maksud dari | PDA dngan motto : “Bersama Kami
Memulihkan Alam” secara bertahap, pelan dan pasti merecovery
alam supaya lebih menjajikan di masa depan. PDAM pada tahun
2001 telah menjalin kerja sama dengan Pemerintah Daerah

Boyolali, Klaten, Wonogiri, Karanganyar, Sukoharjo dan Sragen

(Subosukowonosraten) untuk bersama-sama menjaga alam.
5. Logo PDAM Kota Surakarta

*m

TIRTA DHARMA

TIRTA DHARMA berasal dari 2 (dua) suku kata TIRTA dan
DHARMA (dari bahasa Jawa Kuno / Kawi) yang artinya :



e TIRTA artinya air
e DHARMA artinya memberikan yang terbaik
e TIRTA DHARMA vyaitu PDAM Kota Surakarta berusaha
memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat.
6. Struktur Organisasi
a. Walikota
b. Walikota di bawah Badan Pengawas

c) Seksi Kas
3) Bidang Aset terdiri dari :

a) Seksi Perawatan Aset
b) Seksi Pengedalian
c) Seksi Kolam Renang Tirtomoyo
f.  Direktur Teknik membawahi :
1) Bidang produksi terdiri dari :
a) Seksi Perencanaan Produksi
b) Seksi Instalasi Produksi
c) Seksi Sumber Air
2) Bidang Distribusi terdiri dari :
a) Seksi Perencanaan Distribusi
b) Seksi Instalasi Distribusi



c) Seksi Meter Air
3) Bidang Limbah Cair terdiri dari :
a) Seksi perencanaan Limbah Cair
b) Seksi Instalasi Limbah Cair
c) Seksi Pengolahan Limbah Cair
g. Sekretariat Perusahaan terdiri dari :

1). Sub Bagian Administrasi

plag”

Perus

Tekni
3). Unit terdiri dari :
- Unit Hukum, Kelembagaan dan Kerjasama
- Unit Teknologi Sistem Informasi
- Unit Laboratorium
i.  Staf Ahli Perusahaan terdiri dari :
1) Staf Ahli Perusahaan Bidang Administrasi dan Keuangan
2) Staf Ahli Perusahaan Bidang Teknik
7. Pembiayaan PDAM Kota Surakarta
PDAM Kota Surakarta merupakan perusahaan daerah yang
mempunyai tujuan untuk mendapatkan keuntungan sebanyak-
banyaknya dari pelayanan yang telah diberikan kepada

pelanggannya. Bantuan keuangan dari Pemerintah dirasa sangat



membantu pada kondisi keuangan PDAM itu sendiri. Dalam
perjalanannya, pendapatan PDAM Kota Surakarta berasal dari :

a. Pendapatan Penjualan Air.

b. Pendapatan Sambungan Rumah (SR) dan Pendapatan Non Air.
c. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pembayaran Rekening.
d

Penerimaan Dana Meter dari Pelanggan.

1. Perusahaan Daerah Air

peberapa alasan. CSR
dunia usaha dalam
_ 7 mengembangkan program
kepedulian perusaa kepada masyarakat sekitar melalui
penciptaan dan pemeliharaan keseimbangan antara mencetak
keuntungan, fungsi-fungsi sosial, dan pemeliharaan lingkungan
hidup (Lina Anatan, 2009 : 2). Sehingga ini merupakan alasan utama
PDAM Kota Surakarta melaksanakan kegiatan CSR. Tidak kalah
penting, CSR juga menjadi media untuk membangun kepercayaan
stakeholder di sekitar lingkup usaha yang pada gilirannya berujung
pada perangkat penjamin langgengnya keberlangsungan usaha.
Tuntutan konsumen sekarang ini mulai gencar meminta sektor usaha
untuk beroperasi dengan tanggung jawab yang tinggi agar
menghasilkan produk maupun jasa yang juga bertanggung jawab,
baik kepada lingkungan maupun aspek sosial. Adanya pemenuhan

terhadap aspek ‘regulasi® “juga menjadi faktor penguat



diberlakukannya CSR untuk mengimbangi operasional bisnis
perusahaan.

Pada hakikatnya program kegiatan CSR juga merupakan
aplikasi dari praktik bisnis yang bertanggungjawab (responsible
business practices) yang selaras dengan diposisikan sebagai warga
Negara dengan hak dan kewajiban yang sama dengan warga Negara
lainnya (Subagio Effendi, 2010 : 1).

menjadi kewajibaya. Kesadaran ini tampak dari apa yang

disampaikan oleh Kepala unit hukum, kelembagaan dan kerjasama
bahwa PDAM Kota Surakarta telah menggunakan sumber daya alam
sekitar wilayah Kota Surakarta sehingga PDAM Kota Surakarta
merasa harus membagi kembali keuntungan dari proses bisnis yang
telah dijalaninya.

Keraf dan Suharna menyebutkan bahwa supaya tanggung jawab
sosial dan moral benar-benar terlaksana, diperlukan kondisi internal
tertentu dalam perusahaan yang memungkinkan terwujudnya
tanggung jawab sosial tersebut. Prinsip utama dalam suatu organisasi
professional, termasuk perusahaan adalah bahwa struktur mengikuti
strategi. Artinya bahwa struktur organisasi didasarkan dan

ditentukan oleh strategi ‘dari organisasi atau perusahaan tersebut.



Maka pada tempat yang pertama harus dirumuskan terlebih dahulu
strategi perusahaan.

Tujuan dan misi dari perusahaan sangat ditentukan oleh nilai
yang dianut oleh perusahaan tersebut, yaitu pendiri perusahaan serta
chief Executive of Organisationnya. Jadi, tujuan dan misi perusahaan
mengikuti dan ditentukan oleh nilai yang dianut dalam perusahaan

tersebut. Kemudian letak dari penting tidaknya tanggung jawab

CSRnya terlihat dari filosofi pendirian Perusahaan Daerah Air

Minum Kota Surakarta yang banyak mengilhami gerak perusahaan.
Selain itu komitmen ini dimunculkan juga dalam visi “Menjadi salah
satu PDAM vyang terbaik di bidang pelayanan air minum dan air
limbah melalui pengelolaan yang baik” dimana misi yang ke empat
adalah melestarikan sumber air.
Misi dan Tujuan Program Tanggung Jawab Sosial PDAM Kota
Surakarta
1). Misi

a) Memberikan layanan air minum dan air limbah kepada

masyarakat secara berkesinambungan dengan

mengutamakan kepuasan pelanggan.



2).

4).

b) Meningkatkan kontribusi perusahaan pada Pendapatan Asli
Daerah (PAD).

c) Meningkatkan Profesionalisme Sumber Daya Manusia.

d) Melestarikan Sumber Air.

Tujuan

a) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

b) Membangun hubungan yang harmonis dan menciptakan

Peraturan Daerah Kota Surakart Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat Il
Surakarta Nomor 3 Tahun 1977 Tentang Pendirian Perusahaan
Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat Il Surakarta

Prioritas dan Kriteria

1).

2).

Prioritas

Difokuskan pada kegiatan kesejahteraan masyarakat dan

konservasi lingkungan.

Kriteria

a) Kebutuhan masyarakat : Program disesuaikan dengan
kebutuhan masyarakat sehingga dapat memberikan manfaat
yang lebih luas.



b) Inovasi dan spesifik : Program ditujukan sesuai dengan isu
sosial yang spesifik dan dilakukan dengan pendekatan yang
inovatif.

c) Potensial : Dalam jangka panjang, secara potensial akan
dapat mengatasi isu-isu sosial.

d) Strategi : Program secara strategi ditujukan untuk

mengantisipasi .masalah sosial dan akan mempertegas

selaras demgan tujuan jangka
hzperusahaan. Dalam setiap

rah

dalam pengelolaan perusahaansangat tergantung pada nilai-nilai
budaya perusahaan yang dianut dan dipraktekkan di lingkungan
perusahaan terutama yang menyangkut tentang Sumber Daya Alam
(SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM). PDAM Kota Surakarta
memiliki komitmen untuk senantiasa memberikan yang terbaik
kepada para pelanggan untuk produk dan pelayanan air bersih. Oleh
karenanya, seluruh pegawai telah berkomitmen dalam nilai budaya
perusahaan yang menjiwai Kinerja para pegawai serta seluruh
pengelola perusahaan. Nilai budaya perusahaan PDAM Kota
Surakarta adalah:
1). Integritas (Integrity)

Merupakan sikap untuk bertindak sebaik mungkin sehingga

bisa memperoleh kepercayaan dari pihak lain.



2). Sikap positif (Positive attitude)

Merupakan sikap yang menunjukkan, mendukung terhadap
terciptanya sebuah lingkungan kerja yang saling menghargai
serta mendukung satu dengan yang lainnya.

3). Komitmen (Commitment)

Merupakan sikap bekerja dengan sepenuh hati untuk

mencapai hasil yang terbaik.

memahami  dan

keluarga besar rusa aan aerah Air Minum Kota Surakarta.

Beberapa sarana yang digunakan oleh perusahaan untuk
menginternalisasikan nilai-nilai budaya perusahaan tersebut antara
lain melalui keteladanan dari pemimpin perusahaan, penyisipan
materi budaya perusahaan dalam pelatihan di organisasi kerja
perusahaan serta adanya sosialisasi di setiap sudut perusahaan
melalui media poster dan banner. Selain itu budaya perusahaan juga
merupakan prinsip dasar dalam pengembangan perusahaan untuk
meningkatkan keunggulan komparatif (Comparative advantage) dan
daya saing perusahaan.

Sebagai perusahaa daerah air minum yang besar dan maju serta
terintegrasi di kota Surakarta, dengan jumlah pegawai yang

berjumlah 440 orang maka tidak heran apabila kemudian banyak



harapan yang diamanahkan kepada PDAM Kota Surakarta baik oleh
para pegawainya maupun masyarakat yang berada di sekitar PDAM
Kota Surakarta. Terlepas dari perhatian perusahaan yang diharapkan
olen masyarakat yang tidak kalah pentingnya adalah dalam hal
keamanan produk dari para pelanggan / konsumen, kelestarian
lingkungan untuk menunjang pembangunan yang berkelanjutan

sebagaimana ini telah diwacanakan dalam Undang-Undang maupun

Wr@ Perusahaan PDAM Kota

‘Implementasi

mengenai imple entasi ' g Jawab sosial perusahaan secara
lebih rinci terdap d am Psal 74. Pasal 74 ayat (1) yang
menyatakan perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di
bidang dan / atau berkaitan dengan segala sumber daya alam wajib
melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Inilah yang
kemudian dimaksud dengan corporate social responbility.

Sedang dalam ayat (2) berbunyi tanggung jawab sosial dan
lingkungan itu merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan
dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya
dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Ayat (3)
menyatakan bahwa perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban
sebagaimana dalam ayat (1) dikenakan sanksi sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan. Adapun ayat (4) menyatakan bahwa



ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab sosial dan
lingkungan diatur dengan peraturan pemerintah.

Sesuai dengan Undang-Undang tersebut perusahaan bukan saja
berkewajiban secara sosial melainkan juga kepada lingkungan.
Sebagaimana pula bahwa hak atas lingkungan hidup merupakan
salah satu hak asasi manusia yang diakui oleh Perserikatan Bangsa-

Bangsa (PBB). Sebenarnya hak ini juga telah diatur dalam

i .a nusia @

hidu@’rsebut arapannya semakin

Tangung Jawab ¢
Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan akan berjalan
dengan baik sebagaimana terdapat masukan yang mendukung
pelaksanaan program tersebut. Dukungan masukan dalam
implementasi kegiatan CSR di Perusahaan Daerah Air Minum
(PDAM) Kota Surakarta antara lain sumber daya pelaksanaan, dana
pelaksanaan program serta dukungan dari BUMD lain dalam
melaksanakan kegiatan CSR kepada masyarakat kota Surakarta.
1). Sumber Daya Pelaksanaan Kegiatan CSR
a) Sumber Daya Manusia
Kegiatan CSR dianggap sebagai program yang strategis
sehingga manajemen PDAM Kota Surakarta menempatkan

SDM vyang, sesuai  dengan kebutuhan sebagai pelaksana



b)

program di lapangan. Untuk kegiatan CSR yang
dilaksanakan di masyarakat kota Surakarta.

SDM pelaksana CSR di PDAM Kota Surakarta sendiri
didukung dengan SDM-SDM yang memiliki kapabilitas
dengan latar belakang pendidikan maupun pengalaman di
bidang CSR.

Unit Pelaksana CSR Di PDAM Kota Surakarta

nal c gunan jaringan seperti pipa,
IPA (Instalsi Pengolahan Air), IPAL (Instalasi Pengolahan
Air Limbah), perawatan dan sebagainya.

Membantu PAD.

Kontribusi pajak ke provinsi Jawa Tengah dan Jasa Tirta.
Pemulihan alam.

Pemenuhan pelayanan dan peningkatan air bersih.

Untuk biaya operasional PDAM Kota Surakarta melakukan

FRAP (Financial Recovery Action Plan) mulai tahun 2000 yang

berisi action plan yang telah dilakukan mulai tahun 1989.

PDAM Kota Surakarta mengusulkan Resheduling hutang tahun
2001 dan disetujui April 2003. Isi pokok Resheduling adalah
untuk memulihkan kekuatan PDAM Kota Surakarta ketika harus

membayar angsuran ‘pokok, bunga dan denda yang telah



berjumlah Rp 21 Milyar. Akibat penjadwalan kembali pinjaman
ini selama 2,3 tahun pembayaran kurang lebih Rp 3 Milyar dan
tahun 2005 melaksanakan pembayaran kurang lebih Rp 9 Milyar
telah tersedia dalam RAK (Rencana Anggaran Keuangan) 2005
yang penerimanya ditargetkan Rp 43,5 Milyar.

Nilai pendapatan air dan bukan air diperoleh akibat

kenaikan tahun 2001 yang rencana kondisi fisik air bersih kota

\\

segerastdilakukan PDAM Kota
é alu. PDAM Kota

Undangiunc Ing Nomop22¢Tahun 1999 telah dinyatakan
tak berlak dan diganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004.

b) Mencerminkan tingkat resiko akibat perubahan bisnis air
minum.

c) Perlunya kerjasama antar daerah.

d) Sesuai dengan Corporate Plan PDAM Kota Surakarta
2011-2020 dan amanah Perda Nomor 1 Tahun 2004
mengisyaratkan bahwa tarif akan disesuaikan setiap 2 (dua)
tahun.

Dana oprasional yang dipakai untuk program PDAM Kota

Surakarta maka diperoleh laba bersih, dimana laba ini digunakan

untuk pelaksanaan CSR. Dalam penggunaan laba tersebut

terdapat suatu pembagian laba, maka PDAM Kota Surakarata



berpedoman pada dua peraturan yaitu Peraturan Daerah Kota
Surakart Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat Il Surakarta
Nomor 3 Tahun 1977 Tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air
Minum Kotamadya Daerah Tingkat Il Surakarta dan Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah.

Peraturan yang pertama, yaitu ada dalam Pasal 20 ayat (1)

berikut :
an Pendidikan 10%,
Pensiun 10%, sehingga

Selain itu, pengunaan laba bersih juga dibagi menjadi dua
alternatif sesuai dengan penjelasan yang ada dalam Pasal 20 ayat
(1) yang menjelaskan sebagai berikut :

“ Dalam pembagian laba diberikan 2 kemungkinan.

Dalam Pasal 20 ayat (2) Peraturan Daerah ini digunakan
alternatif A dari Pasal 25 UU No. 5 Tahun 1962. Sebab modal
perusahaan seluruhnya merupakan kekayaan daerah yang
dipisahkan. Bilamana modal perusahaan terdiri dari sebagian
kekayaan daerah yang dipisahkan serta sebagian modal pihak
lain maka dapat digunakan alternatif B dari Pasal 25 UU No. 5
Tahun 1962 .

Dari penjelasan diatas maka dalam pembagian laba bersih

terdapat dua alternatif, diantaranya :



a) Alternatif A yaitu menggunakan pembagian yang sudah
tercantum di dalam Pasal 20 ayat (1) huruf (c) Peraturan
Daerah Kota Surakart Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kotamadya Daerah
Tingkat 1l Surakarta Nomor 3 Tahun 1977 Tentang
Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya

Daerah Tingkat 1l Surakarta.

dak boleh diadakan.
glah terlebih dahulu

a Daerah jang modalnja untuk
erdiri  dari  kekajaan Daerah jang

a. untuk dana pembangunan Daerah 30%;

b. untuk Anggaran Belandja Daerah 25%;

c. untuk tjadangan umum, sosial dan pendidikan,
djasa produksi, sumbangan dana pensiun dan
sokongan, jang besarnja masing-masing
ditentukan dalam peraturan pendirian masing-
masing Perusahaan Daerah berdjumlah 45%.

B. Bagi Perusahaan Daerah modalnja untuk sebagian
terdiri dan kekajaan Daerah jang dipisahkan setelah
dikeluarkan zakat jang dipandang perlu :

a. untuk dana pembangunan Daerah 30%;

b. untuk Anggaran Belandja Daerah 25%;

c. untuk tjadangan umum, sosial dan pendidikan,
djasa produksi, sumbangan dana pensiun dan
sokongan, jang besarnja masing-masing



ditentukan dalam peraturan pendirian masing-
masing Perusahaan Daerah berdjumlah 45%.

(3). Laba jang diperoleh Daerah baik dari saham prioritet
maupun saham biasa dapat dipergunakan untuk
keperluan routine dan/atau keperluan pembangunan
Daerah.

(4). Penggunaan laba untuk tjadangan umum bilamana telah
tertjapai tudjuannja dapat dialihkan kepada penggunaan
lain dengan keputusan Pemerintah Daerah jang
mendirika Rerusahaan Daerah.

' er enggunaan dana penjusutan dan

ana pembangunan
(3) kepada Daerah

dengan baik da terarah pemakiannya.
h. Pelaksanaan Kegiatan CSR PDAM Kota Surakarta Terhadap

Pelestarian Wilayah Daerah Aliran Sungai Bengawan Solo

PDAM Kota Surakarta dalam melaksanakan kegiatan CSR
mempunyai beberapa kegiatan pelaksanaan terhadap pelestarian di
wilayah daerah aliran sungai bengawan solo, dimana setiap kegiatan
pelaksanaan CSR tersebut berbeda sesuai dengan yang dituju.
Kegiatan pelaksanaan tersebut antara lain :

1). Penerima Jasa

Dalam hal ini penerima jasa antara lain provinsi Jawa Tengah

dan Perum Jasa Tirta |, PDAM Kota Surakarta dalam

pelaksanaan CSR kepada penerima jasa atas pemanfaatan



2).

wilayah daerah aliran sungai bengawan solo adalah sebagai
berikut :

a)

d)

dari

Membayar pajak atas pengambilan dan pemanfaatan air
permukaan Bengawan Solo setiap bulannya.

Melakukan izin retribusi atas pengambilan dan pemanfaatan
air permukaan Bengawan Solo setiap bulannya.

Membayar biaya jasa pengelolaan sumber daya air

irta I) setiap bulannya

urakarta, Kkhususnya

oleth\M A bentuk™atas pemanfaatan

wila@jaerah ali gai began solo, antara lain terdiri

Melakuka kegiatan onor darah yang dilakukan oleh
PDAM Kota Surakarta.

Melakukan pengelolaan limbah cair di daerah Mojosongo
dan Semanggi.

Melakukan teknik-teknik penguatan peran masyarakat
sekitar Surakarta antara lain :

(1). Informasi

(2). Pelatihan

(3). Pemberdayaan

(4). Konsultasi (forum)

(5). Diskusi

(6). Sosialisasi/penyuluhan

(7). Dengar pendapat



e) Membuat forum pelanggan yang berfungsi sebagai :
(1). Wadah penyaluran aspirasi dan tuntutan masyarakat
(2). Mekanisme administrasi
(3). Sifatnya terbuka
(4). Perwakilan dari stakeholders
(5). Organisasi kepanitiaan

(6). Ruang publik / pelanggan

Pertemuan antaraspelanggan & forum pelanggan

9)

Q). Foru Komunikas “forkompamta” di Wilayah Utara
Merupakan suatu forum yang membahas tentang
ditribusi, kualitas, kuantitas, dan kontinuitas air

(2). MPA : Masyarakat Peduli Air
Merupakan suatu forum yang dibentuk oleh masyarakat
yang peduli dengan air

(3). Paguyuban Pengguna PDAM “Tirta Dharma”
Merupakan suatu forum yang membahas tentang
ditribusi, kualitas, kuantitas, dan kontinuitas air

Penyuluhan dan Sosialisasi di tingkat RT/RW/Kelurahan di

seluruh wilayah Utara Surakarta



3). Lingkungan
Meliputi kegiatan-kegiatan yang bertujuan memelihara dan
melestarikan lingkungan hidup serta melakukan konservasi
lingkungan yang ada di wilayah daerah aliran sungai bengawan
solo meliputi :
a) Spring Water
Pemanfaatan air_di area Merapi lokasi kapasitas 3.404 |/dt

IPA Jurug dengan

Bersih”  menjadi

(2). Meninkatkn Frum Komunikasi PDAM Kota
Surakarta dengan penggunaan air lain dan pelanggan.

(3). Mempelopori dan membiayai pembuatan sumur
resapan (recharge) di berbagai wilayah kota Surakarta.

2. Faktor Penghambat Dalam Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial

Oleh Perusahaan Daerah Air Minum Kota Surakarta Beserta Solusi

Penyelesaiannya

a.

Kendala atau Hambatan Dalam Pelaksanaan Tanggung Jawab

Sosial Oleh Perusahaan Daerah Air Minum Kota Surakarta
PDAM Kota Surakarta dalam melakukan kegiatan

tanggungjawab sosial atau CSR terhadap peningkatan pelayanan

kepada masyarakat Surakarta mempunyai beban yang sangat berat.



Sehingga dalam kegiatannya memunculkan suatu hambatan dimana

PDAM Kota Surakarta tidak dapat bekerja secara optimal.

Hambatan-hambatan yang menjadi beban PDAM Kota Surakarta

antara lain :

1). PDAM Kota Surakarta memiliki hutang kurang lebih 37 Milyar
yang disebabkan kenaikan nilai pendapatan air dan non air pada

tahun 2001 yang secara psychologist air bersih Surakarta

2).
2 yang tinggi yaitu

.106,00, /m=, sehinggastidak
iskin ém ura@

enguntungkan bagi

sumur dalam Iai.
5). PDAM Kota Surakarta merupakan Suatu Perusahaan Daerah
(Perusda) dimana tidak ada pengaturan yang jelas tentang
pengaturan CSR di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun
2007 tentang Perseroan Terbatas (PT).
Solusi Dari Hambatan Dalam Pelaksanaan Tanggung Jawab
Sosial Oleh Perusahaan Daerah Air Minum Kota Surakarta
PDAM Kota Surakarta dalam melakukan kegiatan
tanggungjawab sosial atau CSR terhadap peningkatan pelayanan
kepada masyarakat Surakarta mempunyai hambatan-hambatan yang
mengganggu proses pelaksanaan tanggungjawab sosial atau CSRnya.
Sehingga PDAM Kota Surakarta bekerja keras dan berusaha untuk

menanggulangi hambatan ‘tersebut sehingga tidak menjadi beban



yang berat dalam melaksanakan kegiatan CSR tersebut. Solusi dari

hambatan-hambatan yang menjadi beban PDAM Kota Surakarta

antara lain :

1).

5).

Biaya operasional PDAM Kota Surakarta yang minimal atau
semakin menipis yang digunakan untuk melunasi hutang, Maka
PDAM Kota Surakarta melakukan FRAP (Financial Recovery

Action Plan) mulai tahun 2000 yang berisi action plan yang

(Instalasi Penoha Air) di sungai Bengawan Solo di kawasan
utara sampai dengan 100 |/det dan pembuatan IPA di sungai
Bengawan Solo kawasan selatan diprediksikan mencapai 300
I/det.

Dalam hal pengaturan pelaksanaan kegiatan CSR PDAM Kota
Surakarta yang tidak jelas pengaturannya maka dalam
melaksanakan kegiatan CSR berpedoman pada dua peraturan
yaitu : Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2004
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kotamadya Daerah
Tingkat Il Surakarta Nomor 3 Tahun 1977 tentang Pendirian
Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat 1l
Surakarta dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang

Perusahaan Daerah.



1.

‘dari Michael J

B. Pembahasan
Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Daerah Air
Minum Kota Surakarta Terhadap Pelestarian Lingkungan Yang
Disinergikan Dengan Peraturan Perundang-Undangan Yang
Telah Ada
Pembahasan terhadap pelaksanaan tanggung jawab sosial yang

dilaksanakan oleh PDAM Kota Surakarta dalam rangka mewujudkan

ohnson “ﬁ theory) dimana kebijakan pelaksanaan
“olen PDAM Surakarta tidak boleh

Pengelolaan Lingkga dup.Dengan melihat peraturan-peraturan
tersebut, maka PDAM Kota Surakarta dapat melaksanakan kegiatan
CSR sesuai dengan peraturan yang ada.

Peraturan-peraturan diatas merupakan suatu peraturan yang
dijadikan pedoman oleh PDAM Kota Surakarta untuk melaksanakan
tuntutan kegiatan CSRnya yaitu dalam Pasal 25 Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah yang isi Pasalnya
sebagai berikut :

Pasal 25

(1). Tjadangan diam dan/atau rahasia tidak boleh diadakan.

(2). Penggunaan laba bersih, setelah terlebih dahulu dikurangi
dengan penjusutan, tjadangan tudjuan dan pengurangan lain jang
wadjar dalam perusahaan, ditetapkan sebagai berikut :

A. Bagi Perusahaan Daerah jang modalnja untuk seluruhnja
terdiri dari kekajaan Daerah jang dipisahkan :



(6).

(7).

a. untuk dana pembangunan Daerah 30%;
untuk Anggaran Belandja Daerah 25%;
untuk tjadangan umum, sosial dan pendidikan, djasa
produksi, sumbangan dana pensiun dan sokongan, jang
besarnja masing-masing ditentukan dalam peraturan
pendirian  masing-masing  Perusahaan  Daerah
berdjumlah 45%.
B. Bagi Perusahaan Daerah modalnja untuk sebagian terdiri
dan kekajaan Daerah jang dipisahkan setelah dikeluarkan
zakatjang dipanda

M prioritet maupun
keperluan routine

: wpada¥ajat (2) ditentukan oleh Kepala
Daerah/pemegang saham/saham prioritet.

Diperusahaan Daerah jang tidak menghasilkan laba seperti
tersebut  diatas disebabkan karena pertimbangan dan
kebidjaksanaan Pemerintah Daerah dapat djuga diberi djasa
produksi jang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.

Dengan Peraturan Daerah oleh Daerah Atasan dapat diserahkan
laba bersih untuk dana pembangunan Daerah termaksud pada
ajat (2) dan (3) kepada Daerah bawahannja untuk pembangunan
daerah.

Pasal ini mengandung arti bahwa pelaksanaan CSR yang dilakukan

oleh PDAM Kota Surakarta dengan penggunaan suatu laba yang

diperoleh dari biaya oprasional yang kemudian dipergunakan untuk

pembangunan daerah.

Hal ini diperkuat dengan dikeluarkannya Pasal 5A Peraturan

Daerah Kota Surakarta Nomor: 1 Tahun 2004 tentang Perubahan



Atas Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat Il Surakarta
Nomor 3 Tahun 1977 Tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air
Minum Kotamadya Daerah Tingkat Il Surakarta dimana isi Pasal
sebagai berikut :

“Dalam mencapai tujuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5,
perusahaan mempunyai tugas membantu Walikota dalam hal
melaksanakan ~ urusan ~ Rumah  Tangga  Daerah  guna
menyelenggarakan peny dlaan air minum dan pengelolaan limbah

ahte ang mencakup aspek sosial,

wilayah daerah aliran sungai bengawan solo adalah sebagai

berikut :

a) Membayar pajak atas pengambilan dan pemanfaatan air
permukaan Bengawan Solo setiap bulannya.

b) Melakukan izin retribusi atas pengambilan dan pemanfaatan
air permukaan Bengawan Solo setiap bulannya.

c) Membayar biaya jasa pengelolaan sumber daya air
(pemungutan oleh Perum Jasa Tirta 1) setiap bulannya

2). Masyarakat kota Surakarta

Dalam hal ini masyarakat Kota Surakarta, khususnya

masyarakat di sekitar wilayah daerah aliran sungai bengawan

solo, dapat memanfaatkan dari pelaksanaan CSR yang dilakukan

oleh PDAM Kota Surakarta sebagai bentuk atas pemanfaatan



wilayah daerah aliran sungai bengawan solo, antara lain terdiri

dari :

a) Pembuatan hydran (bangunan penampungan air) umum
seperti di daerah Pajang, Pasar Kliwon, Semanggi dan lain-
lain didarah sekitar Surakarta.

b) Melakukan kegiatan donor darah yang dilakukan oleh
PDAM Kota Surakarta.

Membuat forum pelanggan yang berfungsi sebagai :

(1). Wadah penyaluran aspirasi dan tuntutan masyarakat
(2). Mekanisme administrasi
(3). Sifatnya terbuka
(4). Perwakilan dari stakeholders
(5). Organisasi kepanitiaan
(6). Ruang publik / pelanggan
f) Melakukan Pertemuan antara pelanggan & forum pelanggan
yang membahas antara lain :
(1). Temu pelanggan : interaksi hanya dengan pelanggan
dengan tujuan menyelesaikan keluhan
(2). Forum pelanggan : interaksi dengan pemangku

kepentingan & pelanggan



Dilakukan dalam waktu satu minggu sekali di PDAM Kota
Surakarta. Dengan tujuan membahas isu-isu &
penanganannya

g) Membentuk forum komunikasi di PDAM Kota Surakarta
Forum pelanggan :

(1). Forum Komunikasi “forkompamta” di Wilayah Utara

Merupakan . suatu forum yang membahas tentang

Tahun 2004 entang Prubahan Atas Peraturan Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat Il Surakarta Nomor 3 Tahun 1977
Tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya
Daerah Tingkat Il Surakarta bukan saja berkewajiban secara
sosial melainkan juga kepada lingkungan. Sebagaimana pula
bahwa hak atas lingkungan hidup merupakan salah satu hak
asasi manusia yang diakui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa
(PBB). Sebenarnya hak ini juga telah diatur dalam pembukaan
UUD 1945 alinea 4 jo. Pasal 33 ayat (3) yang saat ini disamakan
sebagai sebagai hak atas lingkungan dan pembangunan
berkelanjutan. Sementara itu Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup (UU PPLH). Isi dari Pasal tersebut adalah :



“Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat
sebagai bagian dari hak asasi manusia”.

Sehingga hak atas lingkungan hidup tersebut harapannya
semakin terlindungi dengan adanya aturan tambahan seperti
peraturan dan kebijakan pemerintah.

Oleh karena itu, pihak PDAM Kota Surakarta

melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bertujuan memelihara dan

Lebih Bersih” menjadi

Social Responsibility ini dilakukan dengan :

(1). Pembuatan Master Plan — PDAM Kota Surakarta
dengan daerah Kabupaten Boyolali yang memiliki mata
air.

(2). Meningkatkan Forum Komunikasi PDAM Kota
Surakarta dengan penggunaan air lain dan pelanggan.

(3). Mempelopori dan membiayai pembuatan sumur
resapan (recharge) di berbagai wilayah kota Surakarta.

Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang
Perseroan Terbatas terdapat produk hukum yang mengatur mengenai
implementasi tanggung jawab sosial perusahaan, secara rincinya
terdapat dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007



tentang Perseroan Terbatas. Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Yyang
menyatakan:

“Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan / atau
berkaitan dengan segala sumber daya alam wajib melaksanakan
tanggung jawab sosial dan lingkungan”.

Inilah yang kemudian dimaksud dengan corporate social

responbility.
Dalam ayat (2) Pasal 74 Uzdang-u dang Nomor 40 Tahun 2007

dianggarkan dan
ang pelaksanaannya

an sebagaimana dalam
peraturan perundang-

“Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab sosial dan
lingkungan diatur dengan peraturan pemerintah”.

Akan tetapi, dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007
tentang Perseroan Terbatas tidak secara langsung mengatur
Perusahaan Daerah atau BUMD tetapi hanya mengatur Perseroan
Terbatas atau BUMN saja. Meskipun di dalam Undang-Undang
Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tidak mengatur
secara langsung Perusahaan Daerah akan tetapi penulis dapat
menyimpulkan bahwa pelaksanaan tanggung jawab sosial
perusahaan oleh PDAM Kota Surakarta sudah sinergis dengan

peraturan yang telah ada.



2. Faktor Penghambat Dalam Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial

Oleh Perusahaan Daerah Air Minum Kota Surakarta Beserta

Solusi Penyelesaiannya

a. Kendala atau Hambatan Dalam Pelaksanaan Tanggung

Jawab Sosial Oleh Perusahaan Daerah Air Minum Kota

Surakarta

Berdasarkan hasil penelitian yang kemudian dianalisis,

2).

3).

yaitu bah penjualan air tidak sepenuhnya bisa dijual

kepada seluruh masyarakat kota Surakarta, terutama rakyat
miskin karena dengan biaya tinggi atas penjualan air yang
dilakukan oleh PDAM Kota Surakarta dapat mengakibatkan
masyarakat miskin tidak dapat membeli dan mengurangi
laba perusahaan

PDAM Kota Surakarta memiliki hutang kurang lebih 37
Milyar yang disebabkan kenaikan nilai pendapatan air dan
non air pada tahun 2001 yang secara psychologist air bersih
Surakarta menembus angka Rp. 1,00 /liter (tarif rata-rata
saat itu Rp. 1.900,00 /m°®)

Kebutuhan air bersih sampai dengan tahun 2011

diprediksikan ‘bahwa masih ada kekurangan pemenuhan air



kurang lebih 280,43 liter/detik.Penulis berpendapat jika
masih ada kekurangan pemenuhan air maka akan
mengakibatkan citra buruk pelayanan dari PDAM Surakarta
dan masyarakat terutama dari pelanggan PDAM Surakara
menjadi kecewa

4). PDAM Kota Surakarta dalam pemenuhan air bersih tidak

dapat melakukan pengambilan sumber air dengan membuat

Jadi cepat mudah

dalam sumur akan

40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT). Penulis
berpendapat dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas
hanya mengatur tentang CSR pada perseroan terbatas saja
dan tidak mengatur pada perusahaan daerah, sehingga
pelaksanaan CSR pada PDAM Kota Surakarta tidak ada
pengaturannya
b. Solusi Dari Hambatan Dalam Pelaksanaan Tanggung Jawab
Sosial Oleh Perusahaan Daerah Air Minum Kota Surakarta
Ada beberapa macam solusi dari hambatan-hambatan yang
menjadi beban PDAM Kota Surakarta antara lain :
1). Untuk mengatasi hambatan tersebut maka PDAM Kota
Surakarta membuat Hidran Umum (Pembangunan

Penampungan "Air - Umum) di Kota Surakarta yang



2).

4).

berjumlah kurang lebih 460 lokasi dengan jumlah layanan
46.000 (1 HU - 100 Jiwa) atau 9 % penduduk Kkota
Surakarta

Biaya operasional PDAM Kota Surakarta yang minimal
atau semakin menipis yang digunakan untuk melunasi
hutang, Maka PDAM Kota Surakarta melakukan FRAP

(Financial Recavery Action Plan) mulai tahun 2000 yang

penelitian yang

perubahanisnis air inum dan PDAM Kota Surakarta
dapat langsung melakukan pencegahan terhadap tingkat
resiko akibat perubahan bisnis air minum

PDAM Kota Surakarta melakukan penambahan kapasitas
IPA (Instalasi Pengolahan Air) di sungai Bengawan Solo di
kawasan utara sampai dengan 100 I/det dan pembuatan IPA
di sungai Bengawan Solo kawasan selatan diprediksikan
mencapai 300 I/det. Penulis berpendapat dengan melakukan
penambahan kapasitas IPA (Instalasi Pengelolahan Air)
disungai Bengawan Solo di kawasan utara dan selatan
adalah hal yang paling tepat dilakukan oleh PDAM Kota
Surakarta karena dapat mengatasi kekurangan air bersih

atau air minum



5). Dalam hal pengaturan pelaksanaan kegiatan CSR PDAM
Kota Surakarta yang tidak jelas pengaturannya maka dalam
melaksanakan kegiatan CSR berpedoman pada dua
peraturan yaitu : Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 1
Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat Il Surakarta Nomor 3 Tahun

1977 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum

pembagian laba dari

dan cadann rahasia dn diam yang besar jumlahnya tidak

dapat ternyata dari neraca.

Cadangan rahasia dan cadangan diam yang dapat dibentuk

antara lain dengan cara yang berikut :

ke 1 menilai barang-barang modal jauh lebih rendah dari
pada nilai yang sebenarnya.

ke 2 tidak memuat barang-modal pada neraca.

ke 3 memuat hutang-hutang atau kewajiban-kewajiban
membayar dengan jumlah yang lebih tinggi dari
pada yang sebenarnya dan

ke4 memuat kewajiban membayar pada neraca yang
sebenarnya tidak ada, jadi pada umumnya penilaian

yang lebih” ‘rendah daripada pos-pos activa



(kekayaan) serta penilaian yang lebih tinggi dari

pos-pos passiva (hutang).

Hanya pimpinan perusahaan yang mengetahui adanya serta

besarnya cadangan itu, akan tetapi orang luar tidak

mengetahuinya. Keberatan terhadap pembentukan cadangan

rahasia dan diam antara lain adalah sebagai berikut :

a)

memberikan sebab untuk expansi yang irrasionil;

ah mer?bkan "merusak  harga"
ika hal terjadi dan pada waktunya

besar kemungkinan

harta yang telah

mencukupi  untuk

mendatkan pengantinya.
karena activa dimuat dengan harga yang lebih rendah,
maka akan terdapat kemungkinan bahwa activa yang
bersangkutan akan dijual untuk harga yang lebih rendah
itu. Keberatan-keberatan seperti tersebut diatas itu
menyebabkan perlu diadakannya larangan untuk
membentuk cadangan diam dan rahasia, terutama
berkenaan dengan kalkulasi harga pokok untuk

kepentingan politik harga.

Laba bersih yang dimaksudkan dalam Pasal ini adalah laba

yang dihitung secara ekonomi perusahaan, setelah dikurangi

dengan semua koreksi yang dianggap perlu dan cadangan

tujuan yang wajar dalam perusahaan. Cadangan tujuan



(bestonmingsreserves) adalah cadangan yang dibentuk dari
laba, yang tidak merupakan koreksi daripada kekayaan
(activa) atau kewajiban/hutang kepada pihak ketiga yang
dimuat pada neraca untuk jumlah lebih tinggi daripada yang
sebenarnya. Seperti ternyata dari namanya maka cadangan
tujuan adalah cadangan yang dibentuk untuk mencapai

tujuan tertentu seperti : cadangan pembaharuan, cadangan

elunasi hutan
§pun ha
la. 3

ini dimakdkn zaka bagi perusahaan yang modalnya
untuk sebagian terdiri dari kekayaan Daerah yang
dipisahkan. Pemerintah Daerah mengatur supaya dalam hal
ini diikuti petunjuk dari Menteri Agama. Jasa Produksi
dimaksudkan untuk memberikan penghargaan kepada
pegawai/pekerja karena hasil pekerjaannya yang sangat
dihargai oleh konsumen hingga karenanya masih diperoleh
laba. Sumbangan dana pensiun dan sokongan dimaksudkan
untuk membentuk dana guna menampung pembayaran-
pembayaran kepada pegawai-pegawai yang pada waktu
berlakunya Undang-undang ini sudah lanjut usianya dan
tidak dapat dimasukkan kedalam pensiun yang akan

dibentuk itu. Premi untuk pensiun biasa merupakan bagian



dari harga pokok barang-barang yang diproduksikan, yang
akan dipotong dari gaji pegawai atau upah pekerja. Kepada
perusahaan yang menurut sifat pekerjaannya menyebabkan
tidak didapatnya laba, maka untuk menghargai jasa kerja
dalam perusahaan semacam itu Pemerintah Daerah dapat
memberikan jasa produksi.

Peraturan yang kedua yaitu dalam Pasal merupakan suatu

Laba bersi | yang sudh disebutkan merupakan laba yang

sudah dibagi dengan penggunaan untuk dana pembangunan

daerah sebesar 30% dan untuk anggaran belanja daerah

sebesar 25%. Selain itu, pengunaan laba bersih juga dibagi
menjadi dua alternatif sesuai dengan penjelasan yang ada
dalam Pasal 20 ayat (1) diantaranya :

a) Alternatif A yaitu menggunakan pembagian yang sudah
tercantum di dalam Pasal 20 ayat (1) huruf (c)
Peraturan Daerah Kota Surakart Nomor 1 Tahun 2004
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kotamadya
Daerah Tingkat Il Surakarta Nomor 3 Tahun 1977
Tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum

Kotamadya Daerah Tingkat Il Surakarta.



b) Alternatif B yaitu menggunakan pembagian yang sudah
tercantum di dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah

Selain itu, dalam Pasal 20 ayat (1) huruf (c) juga diperkuat

dengan Pasal 5A Peraturan Daerah Kota Surakart Nomor 1

Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah

Kotamadya Daerah Tingkat Il Surakarta Nomor 3 Tahun




BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan
1. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis dapat
menarik beberapa kesimpulan adalah sebagai berikut :

a. Pelaksanaan kegiatan tanggung jawab sosial Perusahaan Daerah Air

ang Pendifian Perusahaan B
. 'né ura@nda )

secara langsung

2007 tentang Persean erbats dapat dijadikan sebagai pedoman
untuk melaksanakan kegiatan CSR oleh PDAM Kota Surakarta.

b. Pelaksanaan tanggung jawab sosial Perusahaan Daerah Air Minum
(PDAM) telah mendapatkan dukungan vyaitu sumber daya
pelaksanaan Kegiatan CSR (sumber daya manusia dan unit
pelaksanaan CSR di PDAM Kota Surakarta), dana pelaksanaan
kegiatan CSR serta dukungan dari BUMD lain dalam melaksanakan
kegiatan CSR kepada masyarakat kota Surakarta.

c. Kegiatan pelaksanaan kegiatan CSR oleh PDAM Kota Surakarta
adalah sebagai berikut: (1) Penerima Jasa seperti membayar pajak
atas pengambilan dan pemanfaatan air permukaan Bengawan Solo
setiap bulannya, melakukan izin retribusi atas pengambilan dan

pemanfaatan air permukaan “Bengawan Solo setiap bulannya,

81



membayar biaya jasa pengelolaan sumber daya air (pemungutan oleh
Perum Jasa Tirta 1) setiap bulannya, (2) Masyarakat Kota Surakarta
seperti Pembuatan hydran (bangunan penampungan air) umum
seperti di daerah Pajang, Pasar Kliwon, Semanggi dan lain-lain
didarah sekitar Surakarta, Melakukan kegiatan donor darah yang
dilakukan oleh PDAM Kota Surakarta, Melakukan pengelolaan

limbah cair di daerah Mgjosongo dan Semanggi, Melakukan teknik-

| araka embuat forum pelanggan,
‘Melakukan dan forum pelanggan,
' “WKota Surakarta, (3)

Water, Social

Nliter (tarif rata-raté itu Rp foo. /m?), (2) Penjualan air yang
dilakukan PDAM KotSuakarta kepada masyarakat kota Surakarta
dengan biaya yang tinggi yaitu sekitar Rp. 3.106,00 /m® sehingga tidak
menguntungkan bagi masyarakat miskin, (3) Kebutuhan air bersih
sampai dengan tahun 2011 diprediksikan bahwa masih ada kekurangan
pemenuhan air kurang lebih 280,43 liter/detik, (4) PDAM Kota Surakarta
dalam pemenuhan air bersih tidak dapat melakukan pengambilan sumber
air dengan membuat sumur-sumur dalam lagi, (5) PDAM Kota Surakarta
merupakan Suatu Perusahaan Daerah (Perusda) dimana tidak ada
pengaturan yang jelas tentang pengaturan CSR di dalam Undang-Undang
Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT). Solusi dari
hambatan-hambatan yang menjadi beban PDAM Kota Surakarta adalah
sebagai berikut : (1) Untuk mengatasi hambatan tersebut maka PDAM

Kota Surakarta membuat Hidran Umum (Pembangunan Penampungan



Air Umum) di Kota Surakarta yang berjumlah kurang lebih 460 lokasi
dengan jumlah layanan 46.000 (1 HU — 100 Jiwa) atau 9 % penduduk
kota Surakarta (2) Untuk biaya operasional PDAM Kota Surakarta yang
minimal atau semakin menipis, Maka PDAM Kota Surakarta melakukan

FRAP (Financial Recovery Action Plan) mulai tahun 2000 yang berisi

action plan yang telah dilakukan mulai tahun 1989 vyaitu berupa
Resheduling hutang tahun 2001, (2) PDAM kota Surakarta melakukan

jelas N3 am n@sana an  kegiatan CSR
' ity : Pefaturan Daerah Kota Surakarta

Surakarta dan Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan

Daerah.

B. Saran
Adapun saran yang diberikan penulis kepada Perusahaan Daerah Air

Minum Kota Surakarta dalam mencapai Misi dan Tujuan Kegiatan CSR

PDAM Kota Surakarta serta meningkatkan keinginan masyarakat untuk

mendapatkan air yang bersih atau air minum, yaitu :

1. PDAM Kota Surakarta wajib menyiapkan program untuk
pelaksanaan CSR yang berpedoman dengan dua peraturan yaitu
Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat Il

Surakarta Nomor 3" Tahun 1977 tentang Pendirian Perusahaan



Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat Il Surakarta dan
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah
dengan tujuan memberikan responbility kepada masyarakat
Surakarta.

Perlu dikembangkannya lagi program CSR oleh PDAM Kota
Surakarta yang berupa Hydran umum untuk mencukupi kebutuhan

masyarakat miskin yang berada di wilayah Surakarta.
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